
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6490); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

Mengingat 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, 
transparan dan akuntabel; 

b. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas 
serta untuk mewujudkan tertib administrasi 
pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu 
adanya pedoman pelaksanaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

Menimbang 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR f, TAHUN 2023 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton 

Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Buton Utara. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
bentuk kekayaan yang dapat dijaclikan milik Daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah terse but. 

8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang­ 
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan 
persetujuan bersama Bupati. 

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 
Perkada adalah Peraturan Bupati Buton Utara. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN: 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nornor 1781); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2023 Nomor 1); 

9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 2); 
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Menetapkan 



1 O. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 
Dae rah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 
Dae rah. 

14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan daerah. 

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

17. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 
(satu) atau beberapa Program. 

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 

19. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 
dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD. 

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD. 

23. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari 
suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 
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25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD. 

26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 
Daerah. 

31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
Daerah. 

32. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

33. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai 
dengan kewenangan Daerah guna mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

34. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

35. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

36. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

37. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan 
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Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokurnen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan 
APBD. 

50. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah 
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan 
dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi 
biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun 
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

51. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

52. Kegiatan adalah bagian dari Program yang 
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 
Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil atau sumber daya manusia, 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau semuajenis sumber 
daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan 
Keluaran dalam bentuk barang/ jasa. 

53. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang 
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 
(satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 
melalui kontrak tahun jamak. 

54. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan 
kebijakan. 

55. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) 
Program. 

56. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu 
Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu 
Kegiatan. 

57. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan 
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 
yang terukur. 

58. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

59. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah 
dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 
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yang ditetapkan. 
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA 
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja, dan Pemhiayaan SKPD yang melaksanakan 
fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna 
Anggaran. 

611. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup 
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap 
periode 

62. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 
sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan 
Pembayaran atas pelaksanaan APBD. 

63. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 

64. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 
uang muka kerja dalamjumlah tertentu yang diberikan 
kepada Bendahara Pengeluaran untuk memhiayai 
Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau 
untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan 
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui 
mekanisme Pembayaran Langsung. 

65. Pemhayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS 
adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara 
Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah 
kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah 
Memhayar Langsung. 

66. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut 
TU adalah tambahan uang muka yang diberikan 
kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 
Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran 
atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari 
uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 ( satu) 
bulan. 

67. Surat Perintah Memhayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Behan 
pengeluaran DPA SKPD. 

68. Surat Perintah Memhayar UP yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan 
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas 
Behan pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan 
sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. 

69. Surat Perintah Mernhayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerhitan Surat Perintah Pencairan 
Dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dananya 
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Pasal 3 
(1) Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2023, meliputi: 
a. Pendahuluan; 
b. Pengelola Keuangan Daerah; 
c. Anggaran Kas, DPA dan Surat Persediaan Dana; 

Pasal 2 
(1) Pedoman pelaksanaan APBD 1n1 sebagai dasar 

pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan 
perangkat daerah yang mengakibatkan pembebanan 
anggaran pada APBD melalui prosedur penerimaan dan 
pengeluaran Daerah. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk mendorong pelaksanaan penerimaan 
Daerah dan pengeluaran Daerah secara tertib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
serta taat pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

dipergunakan untuk mengganti UP yang telah 
dibelanjakan. 

70. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya 
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan 
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas 
Behan pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan 
dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran 
Langsung dan Uang Persediaan. 

71. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan 
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas 
Behan pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

72. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana atas Behan APBD. 

73. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
Behan APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 

74. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama 1 ( satu) periode 
anggaran. 

75. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

76. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SPT JM adalah surat pernyataan 
yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran SKPD yang menyatakan kesanggupan 
dan/atau pengakuan bahwa bertanggung jawab atas 
kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti. 
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Pasal 5 
(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima 
atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 
( 1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan 
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut. 

(3) Penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana 
dimaksud ayat (2) yang memiliki karakteristik khusus 
antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana 
Kapitasi, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional 
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Dana 
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan 
serta bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga 
dan pendapatan lainnya, penerimaan pendapatannya 
dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan 
pendapatan dan pengesahan pengeluaran atau 
mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

(4) Pagu Anggaran program, kegiatan, sub kegiatan dan 
belanja yang ditetapkan dalam APBD merupakan batas 
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 

(5) Setiap penerimaan dan pengeluaran yang dibebankan 
pada APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap 
dan sah. 

(6) Penerimaan SKPD tidak dapat dipergunakan langsung 
untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas 
DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan SPD. 

d. Penatausahaan Kas; 
e. Penatausahaan Pendapatan; 
f. Pelaksanaan belanja program dan kegiatan tertentu 
g. Kelengkapan bukti belanja dan Pertangung jawaban 
h. Penatausahaan Belanja; 
i. Pembiayaan 
j. Pelaporan; dan 
k. Penutup; 

(2) Penjabaran lebih lanjut Pedoman Pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 8 
(1) Belanja APBD untuk mendanai pengadaan barang dan 

jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan yang mengatur tentang 
pengadaan barang dan jasa. 

(2) Hal lainnya yang berkaitan dengan penyusunan APBD, 
Pergeseran Anggaran dan Perubahan APBD 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan khususnya yang mengatur tentang pedoman 
penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 

Pasal 7 
(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

pertanggungiawaban; 
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani 

SP2D; 
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu; 
g. Bendahara Khusus; dan 
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

(3) Dalam hal terkendala adanya perubahan organisasi, 
mutasi, atau berhalangan, Bupati menetapkan pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun 
anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 6 
( 1) Dilarang melakukan tindakan pengeluaran yang 

membebani APBD apabila anggaran untuk membiayai 
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia. 

(2) Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD 
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam 
APBD. 

(3) Dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur 
dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan 
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang 
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas 
pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap 
kebenaran material dan akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti dimaksud. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM 

3. 
i 

PARAF KOORDINASI 
Nam.- 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal B - 3 - 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA, 

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

BUPATI BUTON UTARA, 

r~ 
Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal CJ - ~ - 2023 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati mt dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Buton Utara. 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 
Maret 2023. 
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Dalam tahap pelaksanaan, APBD memiliki dua aspek utama yakni 
penenmaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan Daerah meliputi 
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan 
Pengeluaran Daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan 
daerah. 

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana 
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk 
setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD 
rnerupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran 
Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen 
perencanaan tahunan yang dibahas dan disepakati bersama antara kepala 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam forum persidangan 
paripurna DPRD. APBD tahun anggaran 2023 disusun berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 
Oleh sebab itu, APBD dalam penyusunannya telah melalui berbagai prosedur 
baku diantaranya sinkronisasi kebijakan daerah terhadap kebijakan nasional 
dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terformulasi dalam bentuk program, 
kegiatan dan sub kegiatan serta proporsi pendanaan. 

APBD yang terlegitimasi melalui peraturan daerah menjadi induk dokumen 
perencanaan tahunan yang wajib dipedomani oleh perangkat daerah dalam 
tahapan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Secara umum APBD 
memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. fungsi otorisasi, yakni anggaran daerah menjadi dasaruntuk melaksanakan 

APBD pada tahun berkenaan; 
b. fungsi perencanaan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan/ subkegiatan pada tahun 
berkenaan; 

c. fungsi pengawasan yakni anggaran daerahmenjadi pedoman untuk menilai 
kegiatan/ sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. fungsi alokasi yakni anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan 
lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya 
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; 

e. fungsi distribusi yakni kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan; dan 

f. fungsi stabilisasi yakni anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk 
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 
Daerah. 

BAB I 
GAMBARAN UMUM APBD 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR S° TAHUN 2023 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 
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2. Belanja Daerah 
a. Belanja Operasi 

1) belanja pegawai; 
2) belanja barang dan jasa; 
3) belanja bunga; 
4) belanja subsidi; 
5) belanja hibah; 
6) belanja bantuan sosial. 

b. Belanja Modal 
1) Tanah 
2) Peralatan dan Mesin 
3) Gedung dan Bangunan 
4) Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 
5) Aset tetap lainnya 
6) Aset Tak Berwujud 

c. Belanja Tidak Terduga 
d. Belanja Transfer 

1) Belanja bagi Hasil 
2) Belanja Bantuan Keuangan 

b. Pendapatan Transfer 
1) Transfer Pemerintah Pusat 

a) Dana Perimbangan 
Dana Transfer Umum 
o Dana Alokasi Umum 
o Dana Bagi Hasil 

Dana Trasfer Khusus 
o Dana Alokasi Khusus Fisik 
o Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

b) Dana Desa 
2) Transfer Antar Daerah 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1.1. Struktur APBD Kabupaten Buton Utara 
APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dan 

ditetapkan dengan struktur sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Pajak Daerah 
2) Retribusi Daerah 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
merupakan tatanan baru dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang 
menghendaki adanya keselarasan akun dan kebijakan mulai dari tahapan 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. 
Dampak yuridisnya adalah seluruh regulasi lokal yang telah ditetapkan pada 
aspek pengelolaan keuangan daerah harus ditinjau ulang dan dilakukan 
penyesuaian. 
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3. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan: 
a. Kelautan dan Perikanan; 
b. Pariwisata; 

2. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib bukan pelayanan dasar: 
a. Tenaga Kerja; 
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
c. Pangan; 
d. Pertanahan; 
e. Lingkungan hidup; 
f. Administrasi Kependudukan dan Capil; 
g. Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
h. Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana; 
1. Perhubungan; 
J. Komunikasi dan Informatika; 
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 
1. Penanaman Modal; 
m. Kepemudaan dan Olahraga; 
n. Statistik; 
o. Persandian; 
p. Kebudayaan; 
q. Perpustakaan; 
r. Kearsipan. 

1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib Pelayanan Dasar: 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 
f. Sosial; 
g. Persandian 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnnya (SiLPA) 
2) Pinjaman Daerah 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1.2. Klasifikasi Belanja Menurut urusan Pemerintahan 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum 
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah 
dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian 
obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten 
yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 
antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang­ 
undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk 
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam 
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 
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1.4. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur APBD 
Penggunan kode rekening pada APBD kabupaten Buton Utara tahun 

Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

1.3. Surplus/ (Defisit) APBD 
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 
a. Surplus Anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah tahun 

berkenaan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. 
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran 
pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman 
kepada pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja 
peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan 
sosial diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar 
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait 
dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. 

b. Defisit anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah tahun 
berkenaan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas 
maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada 
penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. Dalam 
hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup 
defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana 
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman 
atau penerimaan piutang 

s. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan 
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara: 
a. Pelayanan umum; 
b. Ketertiban dan ketentraman; 
c. Ekonomi; 
d. Lingkungan hidup; 
e. Perumahan dan fasilitas umum; 
f. Kesehatan; 
g. Pariwisata dan budaya; 
h. Pendidikan; 
1. Perlindungan sosial 

4. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan fungsi penunjang: 
a. Administrasi Pemerintahan; 
b. Pengawasan; 
c. Perencanaan; 
d. Keuangan; 
e. Kepegawaian; 
f. Pendidikan dan Pelatihan; 
g. Pelatihan dan Pengembangan. 

c. Pertanian; 
d. Kehutanan; 
e. Energi dan Sumberdaya Mineral; 
f. Perdagangan; 
g. Industri; 
h. Ketransmigrasian. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 Ten tang ten tang klasifikasi, 
kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, 
Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Secara 
umum klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur meliputi: 
1. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, terdiri 

dari: 
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 
b. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kode 

Angka 1; 
c. Urusan Wajib Yang Bukan Pelayanan Dasar Kode Angka 2; 
d. Urusan Pilihan Kode Angka 3 
e. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kode Angka 4; 
f. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kode Angka 5; 
g. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kode Angka 6 
h. U nsur Kewilayahan Kode Angka 7; 
i. Unsur Pemerintahan Umum Kode Angka 8; 

2. Fungsi; 
a. Pelayanan Umum Dengan Kode O 1; 
b. Ketertiban Dan Keamanan Dengan Kode 03; 
c. Ekonomi Dengan Kode 04; 
d. Perlindungan Lingkungan Hidup Dengan Kode 05; 
e. Perumahan Dan Fasilitasi Umum Dengan Kode 06; 
f. Kesehatan Dengan Kode 07; 
g. Pariwisata Dengan Kode 08; 
h. Pendidikan Dengan Kode 10; 
i. Perlindungan Sosial Dengan Kode 11. 

3. Organisasi 
a. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar: 

1) Pendidikan, Kode 1.01; 
2) Kesehatan, Kode 1.02; 
3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kode 1.03; 
4) Perumahan dan Kawasan Pernukiman, Kode 1.04; 
5) Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 

Masyarakat, Kode 1.05; 
6) Sosial, Kode 1.06 

b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar: 
1) Tenaga Kerja, Kode 2.07; 
2) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kode 2.08; 
3) Pangan, Kode 2.09; 
4) Pertanahan, Kode 2.10; 
5) Lingkungan Hidup, Kode 2 .11 
6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kode 2.12; 
7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kode 2 .13; 
8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kode 2.14; 
9) Perhubungan, Kode 2.15; 
10) Komunikasi Dan Informatika, Kode 2.16; 
11) Koperasi Usaha Kecil Dan Mennegah, Kode 2.17; 
12) Penanaman Modal, Kode 2.18; 
13) Kepemudaan Dan Olahraga, Kode 2.19; 
14) Persandian, Kode 2.21; 
15) Kebudayaan, Kode 2.22; 
16) Perpustakaan, Kode 2.23; 
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17) Kearsipan, Kode 2.24 
c. Urusan Pilihan 

1) Kelautan Dan Perikanan, Kode 3.25 
2) Pariwisata, Kode 3.26; 
3) Pertanian, Kode 3.27; 
4) Perdagangan 3.30; 
5) Perindustrian, 3.31; 
6) Transmigrasi, 3.32; 

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: 
1) Sekretariat Daerah, Kode 4.01; 
2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kode 4.02; 

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 
1) Perencanaan, Kode 5.01; 
2) Keuangan, Kode 5.02; 
3) Kepegawaian, Kode 5.03; 
4) Pendidikan dan Pelatihan, Kode 5.04; 
5) Penelitian Dan Pengembangan, Kode 5.05; 

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kode Angka 6.01; 
g. Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Kode Angka 7.01; 
h. Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol) Kode Angka 8.01. 

4. Sumber pendanaan; 
a. Dana Umum (1) 

1) Pendapatan Asli daerah, Kode (1.1) 
2) Pendapatan tarnsfer, kode (1.2) 
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, kode (1.3) 

b. Dana Khusus (2) 
1) Pendapatan Asli daerah, Kode (2.1) 
2) Pendapatan tarnsfer, kode (2.2) 
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, kode (2.3) 

5. Wilayah administrasi pemerintahan; 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi 

Pemerintahan secara langsung menggunakan kode dan data yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disajikan secara 
elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 
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2.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
di pisahkan, mempunyai kewenangan: 
a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 

b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di 
bahas bersama; 

c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung 
jawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan 
bersama DPRD; 

d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah 
dan/ a tau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajakdaerah dan retribusi daerah; 
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang 

dan Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 
2. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling 

sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara 
pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, 
bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau 
bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang­ 
undangan; 

3. Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggung jawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada 
Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian 
internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara 

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah 
yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola 
Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pengelola Keuangan 
Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai 
berikut: 

BAB II 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
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2.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
1. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah di atur 
dalam Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan 
2. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka ( 1) kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

3. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

2.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
1. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dengan peran 

dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam 
menyusun kebijakan dan mengokordinasikan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 
mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi: 

1) koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan daerah; 

2) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 
daerah; 

3) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah 

b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan 
perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bi dang pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

f. memimpin TAPD. 
3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. 

yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan 
uang. Pelimpahan kekuasaan tersebut ditetapkan dengan keputusan 
Bupati. 

4. Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah, sebagai berikut: 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; 
c. Kepala SKPD selaku PA/PB; 
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4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 
a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan 
oleh BUD; 

2.4 Kuasa BUD 
1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD; 
2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati; 
3. Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban 

APBD; 
1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah 

daerah; 
J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
k. melakukan penagihan piutang daerah. 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jarnman 

atasnama pemerintah daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

danpengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. 

4. Selain kewenangan stersebut di atas, terdapat kewenangan lain, yaitu: 
a. mengelola investasi; 
b. menetapkan anggaran kas; 
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 
d. membuka rekening Kas umum daerah; 
e. membuka rekening penerimaan; 
f. membuka rekening pengeluaran; dan 
g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBD. 
5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi 
terse but. 

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 

-20- 



2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, 
meliputi: 
a. menyusun anggaran kas SKPD; 
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 
c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 
d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

2. 5 Pengguna Anggaran 
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 
tertagih atas investasi; 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan 
pengeluaran yang tidak melalui RKUD; 

d. Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD; 
e. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa 

BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah 
uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang 
kendali;dan 

f. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, be ban kerja, 
lokasi, dan/ atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala 
daerah 

-21- 



2.6 Kuasa Pengguna Anggaran 
1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit 

SKPD selak:u Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 
2. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD didasarkan atas 

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, 
meliputi: 
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD); 

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran 
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang 
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan 
pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai 
akibat: 
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 
b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/ jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun 
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap; dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus di 
anggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya 
kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

6. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; dan 
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
7. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA 

bertindak sebagai Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

8. PA yang bertindak sebagai pembuat komitmen dapat di bantu oleh 
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat 
pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

9. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

10. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 
melimpahkan pada kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA 
untuk melakukan pengelolaan keuangan. 

-22- 



pertirnbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang 
kendali. 

3. Pertirnbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 
SK.PD yang rnernbentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, 
dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

4. Pelirnpahan sebagian kewenangan rneliputi: 
a. rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 
b. rnelaksanakan anggaran Unit SK.PD yang dipirnpinnya; 
c. rnelakukan pengujian atas tagihan dan rnernerintahkan 

pernbayaran; 
d. rnengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. rnelaksanakan pernungutan retribusi daerah; 
f. rnengawasi pelaksanaan anggaran yang rnenjadi tanggung 

jawabnya;dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
5. Dalam rnelaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA. 
6. Dalam hal kewenangan pernungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SK.PKO, PA dapat rnelirnpahkan kewenangannya 
rnernungut pajak daerah kepada KPA. 

7. Dalam hal PA melirnpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit 
SK.PD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA 
bertindak sebagai pejabat pernbuat komitmen sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

9. KPAyang rnerangkap sebagai Pejabat Pernbuat Komitmen dapat dibantu 
oleh pegawai yang rnerniliki kornpetensi sesuai dengan bidang tugas 
pejabat pernbuat kornitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

10. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA rnernpunyai 
tugas: 
a. rnenyusun RKA-Unit organisasi bersifat khusus; 
b. rnenyusun DPA-Unit organisasi bersifat khusus; 
c. rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pernbiayaan; 
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang 

dipirnpinnya; 
e. rnelakukan pengujian atas tagihan dan mernerintahkan 

pernbayaran; 
f. rnelaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. rnenandatangani SPM; 
1. rnengelola utang dan piutang daerah yang rnenjadi tanggung jawab 

SK.PD yang dipimpinnya; 
J. menyusun dan rnenyampaikan laporan keuangan unit organisasi 

bersifat khusus yang dipirnpinnya; 
k. rnengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya; 
1. rnenetapkan PPTK dan PPK-Unit SK.PD; 
rn. rnenetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus 

yang dipirnpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; 
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2.7 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA; 
3. Togas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis 
kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada kegiatan / sub 
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa. 

4. Togas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis 
kegiatan/ sub kegiatan meliputi: 
a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; 
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan 

kepada PA/KPA 
5. Togas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

be ban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan meliputi: 
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; 
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan ketentuan perundang undangan; 
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiatan. 
6. Dalam membantu tugas, PPTK SKPD bertanggungjawab kepada PA; 
7. Dalam membantu tugas, PPTK Unit SKPD bertanggung jawab kepada 

KPA. 
8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang di 
laksanakan oleh PPTK. 

9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 
SKPD /Unit SKPD. 

10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 
besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang 
kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya di 
tetapkan Kepala Daerah 

11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi; 

12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat 
satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki 
kemampuan manajerial dan berintegritas. 

14. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN 
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA 
dan/ atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

11. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih 
pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala 
Unit SKPD selaku KPA 
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2 .10 Bendahara 
1. Bendahara Penerimaan 

a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD 
selaku BUD; 

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, 
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, 
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan 
daerah yang diterimanya. 

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan 
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 
1) Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP LS 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara 
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP 
TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran Pemba 

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD 
melaksanakan tugas lainnya meliputi: 
a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM. 

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas 
meliputi: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendaharalainnya; 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 

c. menyiapkan SPM; 
d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 
e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan 
f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. 

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit 
SKPD. 

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawaiyang bertugas membantu 
PPK Unit SKPD. 
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2.9 Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SK.PD 
1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA 

menetapkan PPK Unit SK.PD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit SK.PD; 

2. Penetapan PPK Unit SK.PD didasarkan atas pertimbangan: 
a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian pada kabupaten/kota 

di lingkungan Sekretariat Daerah; 
b. rentang kendali dan/atau lokasi; 
c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.8 Pejabat Penatausahaan Keuangan SK.PD 
1. Kepala SK.PD selaku PA menetapkan PPK SK.PD melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SK.PD. 
2. Pada SK.PKO, PPK SK.PD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD 
3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SK.PD melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang 
BLUD. 

4. PPK SK.PD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, 
dan/ atau PPTK; 

5. PPK SK.PD mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 
e. menyusun laporan keuangan SK.PD. 

6. Verifikasi oleh PPK SK.PD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 
kelengkapan dan keabsahan. 

7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SK.PD 
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya; 
b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan;dan 

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

8. Kepala SK.PD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan 
SK.PD. 

15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK 
yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. 
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2) rnelakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

3) rneneliti kesesuaian antara jurnlah uang yang diterirna dengan 
jurnlah yang telah ditetapkan; 

4) rnenatausahakan dan rnernpertanggungjawabkan pendapatan 
daerah yang diterirnanya; dan 

5) rnenyiapkan dokurnen pernbayaran atas pengernbalian 
kelebihan pendapatan daerah. 

d. Dalarn hal PA rnelirnpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 
kepala daerah dapat rnenetapkan Bendahara Penerirnaan 
Pernbantu pada Unit SKPD yang bersangkutan. 

e. Bendahara Penerimaan Pernbantu pada unit SKPD diusulkan oleh 
kepala SKPD kepada kepala daerah rnelalui PPKD. 

f. Bendahara Penerirnaan Pernbantu rnerniliki tugas dan wewenang 
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah. 

g. Togas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling 
sedikit rneliputi: 
1) rnenerirna, rnenyirnpan dan rnenyetorkan sejurnlah uang dalarn 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, 
kecuali untuk transaksi secara elektronik; 

2) rnerninta bukti transaksi atas pendapatan yang diterirna 
langsung rnelalui RKUD; 

3) rnelakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

4) rneneliti kesesuaian antara jurnlah uang yang diterirna dengan 
jurnlah yang telah ditetapkan; 

5) rnenatausahakan dan rnernpertanggung jawabkan pendapatan 
daerah yang diterirnanya; dan 

6) rnenyiapkan dokurnen pernbayaran atas pengernbalian 
kelebihan pendapatan daerah. 

h. Bendahara Penerirnaan dan Bendahara Penerimaan Pernbantu 
bertanggung jawab secara adrninistratif dan fungsional. 

1. Bendahara Penerirnaan bertanggung jawab secara adrninistratif 
dengan rnernbuat laporan pertanggung jawaban secara 
adrninistratif atas penerirnaan pada SKPD dan disarnpaikan 
kepada PA. 

J. Bendahara Penerirnaan Pernbantu bertanggung jawab secara 
adrninistratif dengan rnernbuat laporan pertanggung jawaban 
secara adrninistratif atas penerirnaan pada unit SKPD dan 
disarnpaikan kepada KPA. 

k. Bendahara Penerirnaan bertanggung jawab secara fungsional 
dengan rnernbuat laporan pertanggung jawaban secara fungsional 
atas penerirnaan pada SKPD dan disarnpaikan kepada PPKDselaku 
BUD. 

1. Bendahara Penerirnaan Pernbantu bertanggung jawab secara 
fungsional dengan rnernbuat laporan pertanggung jawaban secara 
fungsional atas penerirnaan pada unit SKPD dan disarnpaikan 
kepada Bendahara Penerirnaan. 

rn. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerirnaan dapat rnenetapkan 
pegawai yang bertugas rnernbantu Bendahara Penerirnaan untuk 
rneningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

n. Pegawai yang bertugas rnembantu Bendahara Penerimaan 
rnelaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 
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o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara 
Penerimaan; 

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut 
Pembantu Bendahara Penerimaan. 

2. Bendahara Pengeluaran 
a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada 

kepala daerah. 
b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
dan SKPKD. 

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya; 
4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
6) membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada BUD secara periodik; 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

d. Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, Bendahara 
Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan 

Kepala Daerah; 
2) memeriksa kas secara periodik; 
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 
4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 
5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
eksternal; dan 

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD 

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala 
daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. 

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas 
pertimbangan: 
1) besaran anggaran; 
2) rentang kendali dan/ atau lokasi; 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang 
meliputi: 
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS; 
2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 
3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
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)l!PO!Jdd danos ad)IS rttm rrera 
ad)IS treqrunqox ranscs UB.IBABqwdd UBBlU!W.Idd .IBSBp reli-eqds ads ·-e 

(adS) BUBa UBB!PdS.ldd lB.InS "£"?; 



·ad){S 
-eredd){ 13pl3dd)I Ul3)1l{l3S!P l{l3Pl 8UBA ads UB)l!BdurnAugm ans: l3Sl3n){ (8 

·ue}Jl{BS!P )!mun ans: 
n)ll3pS G){dd 13pl3dd)I ads Ul3~Ul3:>Ul3.I Ul3)1!Bdurn.AU;)UI ans: l3Sl3n){ (0 

'l{l3.Idl3p l{BluµdUidd 
SB)! u-e.rn88ue Ul3)1.IBSBp.1gq ads Ul38Ul3:>Ul3.I UB)ldB!J(U;;>UI ans: l3Sl3n)I ( I 

:l~dq !B8-eqgs ads Ul3l!q.I;)Ugd u-ed-eq13J, ·g 
'}J!UO.Il)lgp nreocs u-e~np 8u-eA U;)UIIDf OP tre!f-eAugd trep u-e-eu~ugd 
-eµgs '13::J-ep UBJ![B '!S"'BUI.IOJU! :i-enUI;)UI ads usnqrousd trep u-eunsnAUdd ·p 
"BAUlIDfµgq tre.rnA-eqwgd trel:?lU!W.Idd .rns-ep tpefuour QdS treqBqn.Idd -~ 

·)IBs;)pugw u-enpgdd)I )JnS-eUI.Igl 
lB.In..rBp trel3pl3d}J l"Bq!}[B Ul3ll3~d}J qns UBBUBS)IBpd J"B.Mp-ef Ul3l{l3qn.Idd ·q 

'll3)113.IBAS13UI )IITlUn lBBJUBUI 
trap 'UBlITlBdg}J 'treUpBg}J BS13.I UB)lf.lBl{.IddUigUI Ul38Ugp qB.MBf 8un88ueµdq 
trap 'traradstrari 'ffi)ldjd 'S!UIOUO}Jd 'ug!syg 'u-e8u-epun-8u-epun.1gd trarruarod 
ueruuoicx eped ll3l3l 'qq.1gl 13.rn:>gs Ul3~Ul3nd}J Ul3B{Op8ugd Sl3SB µBp Sl3dd{.Idl 
}[Bpq !U! S;)S0.Id 'l{l3.I;)l3p l{BlUµdUidd S~dlB.IlS trarssas trap trenfru !BdB:>UdUI 
urnrep l{l3.Igl3p lB~u-e.1gd Ul3ll3~g}J qns U13p Ul3lB~;)}J 'urn~O.Id UBBUBS)IBpd 
!.IBP lBq!}[B !B8-eqgs aS:dV nrsqcquraur ~ueA l:(13.Ig-ep u-e.rnnp8udd trap treeurtrouod 
UBlB~d}J Ul3!B)l8ue.1gs tre}[Bdn.IdUl Ul313qBSnl3ll3Udd trap UBl3Ul3S)IBpd 

·as:d\/ UBBUBS)IBpd treqB.MBPlU~UBµgd 13µ:;)S 'caav Sl3lB 
treaqasrrereuad trap treBUBS)IBJgd 'oaav BAUUB)ldl3lgl!P u-e8ugp !BPUBl!P 8ueA 
u-e.rn88u-e~ugd µ-ep !BJnUI!P l:[13.I;)Bp u-e~uend}J u-e-e1op~ugd sgso.Id 'lB)IB.rnAs-em 
~un ll3l3JU13UI trap 'Ul3lITll3d;))I 'UBflpBg}J l3Sl3.I Ul3)1f.lBl{.IgdmgUI tre8U;)p 
qB.Ml3f 8u~UBµgq trap 'traradstran '~;)jd 'S!UIOUO)I;) 'ug!SYd 'ue8uepun 
-8uepUn.Idd UBJITlB.Igd u-emuglg}J aped lBBl 'qnroi araoos UB}fID[BUP 8u-eA 
l:(13.Ig-ep u-e8u-eug.Md}J !PBfU;)UI 8u-eA trel{Bluµgmgd tresrujj u-e-e.rn88ugpi{ugd trap 
UB)ll{BS!d.Idl )IBpq 8u-eA tre!8-eq UB)IBdrugw l:(13.I:;)Bp ue8uend}J u-e-e1op~ugd 

SV)I NWHVSnVJ.VN3d NVa NVVNVS){V'l3d 
AI 8\18 

·UID'(d"Bldl!P 2hreA urnurjj ~trea tre~udp Ofl8d8 13..IBltre 
Burns Bµd){ ue1fueµdd urejep tre)ldBldl!P 8ueA uB8ugp ransos Bµg}J 
traq J!tpfB BpBd 1.rnqgs ![B}JdS l3A~UB.Imf-8UB.IIDfdS q13.1g-ea umurjj Sl3)1 
8u!ug}JgN d}J .roaostp srtraq -eAuue-emµgugd qnrnjcs 8ueA Ul{1U oppss.roq 
8U!Ud}Jd.l !B813qgs UB)l!SB.1gdo1p treeunrouad [BUO!SB.Igdo 8U!Ud}JdN ·g 

·ueBmµgugd B.rnq13pugq qg10 
tre}fID[BTIP 8ueA UBlBd-epugd rraroros muuousur rrere /uep treeuruauod 
-e.rnq13pugq ~repm )IBpq 8u-eA q13.1g-ep traeunrauod 8uns8u-e1 uaroics 
-emµgugm }JITlUn Ul3)1!Sl3.Idd0!P treaunrauod [BUO!Sl3.Idd0 8U!Ud}JdN ·s 

·qBdna qg10 UB)ldBlgl!P 8u-eA }Jtreq nped ue.rnnp8ugd 
8U!Ug)lg.I U13p treeuruouad 8U!Ug}Jg.I B)lnqUigUI radsp ans: 'ql3.Idl3a 
UB.rnnp8ugd U13p l:[13.I:;)Ba Ul313IDµ:;)Ugd [BUO!Sl3.I:;)dO Ul3BU13S)ll3pd urnrea . V 

. Ul3l IDf8u-es.1gq 
8u-eA umum }JUBq u-e8ugp ans: nrenra Burns B!Jd}J u-e1f treuod 
ue8ugp 8urup1P!P 13µgs qBdns: tresrundoy u-e8ugp tre)ldl3lgl!P '0 q8ue 
nped pnS)IBUl!P BU13UI!B8Bqgs l{l3.Idl3p umum SB)! 8U!Ud}Jd.l UBB)JnqUidd '8 

~lBl{dS 8UBA umurn }JUBq aped l:[13.ldBa umurjj SB){ 8U!lld}Jd~ 
B)lnqUigUI ans: n)ll3{dS G){dd 'l:[13.IgBp 8uen UBl3JOJg8ugd l3)18Ul3.I urnrea . ('.; 

~u-e8u-epun-8u-epun.1gd uarruarod u-e~udp ransas 
BAUUl3BSl3~Udd urapsp rrere /uep nunranp 8u-eA l:[13.IdBp Ul313.Al3}Jd)l/8u-en 
danos Ul313l{l3Snl3lBU:;)d Ul3}[13.IB88Ud{d.AU:;)UI qr] 13.M ans: n)ll3{dS G){dd "I 

l:(13.IdBa urntnjj SB){ BPBd trel3l{l3Sn13::JBUdd trap UBBUBS)IBPd · 1 ·17 



'.I;;>qW;;>S;>a 1 £ .rod requrej 8~d 
lfB.ld'Ba urmnjj SB)l 8u1ua}f;;>"M a}f .IOl;;>s1p sn.rnq Jtapuad B}{8UBf 1S'BlS;;>AUJ 'L 1 
~nd1p 8ue..( 1S'BlS;;>AU1 urnJBp;;>:>f tfB.IaBp umurn S'B}f trap BUBp UBtfBPU!W;;>d 
U'e}{q'BlUµ;>w;>W 8ue..( ans (0dS) uenxnqqapururaj q'BlUµ;>d 
l'B.InS U'e}{l!q.I;>U;;>W ans 'mqos.rcr µ-edns tresrundoy U'e){.TeS'Bp.I;>S ·g I 

':>f;>pu;>d 
'B}{8uef !S'elS;;>AU! s1u;>f tradeiouod 8U'BlU;>l uesrundoy ue}{l1q.1;>u;>w 
urejep rradnq ue8ueqmµ.x;>d traqeq !'88-e?q;>S !S'elS;)AU! S!U;;>f UBlfITTUiad 
BS!feUB TISBq trap UBSBfe Bµ;;>s;;>q !S'elS;;>Ali! traqrpd UBp U'e}{!S'elS;;>Ali!!P 
U'e}JB 8UBA BUBp lfB{Uffif !SBW.IOJU1 UB8u;>p 8un)fnp!P snraq 
:>f;;>pu;>d B)l8UBf tsmsasm -ep-ed -euep trsredurouod -eue::>u;>.1 uenf-e8u;>d ·s1 

.. l'B:>f;>p m}JBM. UieJBP ue){'Bun81p U'e)l'B urnjoq .raucq-reuoq 8ue..( 
mrep lfBfeP'B U'e)l'Blin8!P 8ue..( -euep 'BMl{Bq !~A;;>W snraq ana '}ppu;>d 
'B){8uef !S'elS;>AU! urapap ;;>}{ tfB.I;>'Bp urnum SB){ U'e)f!S'B){Ofe8U;;>W umjcqog . t, I 

~}{1Jqnd ueue..(Bpd 
S'Bl!fen}{ trap 'tfB.IaBp s-e8m 'tfB.IaBa UB~UBna)l St?l1P1"IDffi ~UB~uaw 
}JBPf.l 8uefued;;>s 'µ-edna -ep-ed;>:>f ue}{-eun81p umjoq 'B.I'BlU;>W;>s 8ue..( 
tfB.I;;>-ea :>f!TIW 8uen S'el'B :>f;>pu;;>d ~uef 1S'elS;;>AU1 -ep-ed mrep treradurcucd 
'BU'e::>U;>.I U'e){nf'B~U;>UI radep an8 'S'B}{ U;>W;>f'BU'eW 'B}{8U'e.I urnrea '£1 

·ad)IS 
rutrequrod uerenp~u;>d -eretfBpu;>q rrere ad)IS uerenp8u;>d -eretfBpu;>q 
Burnu S'Bl'B 'B}Jnq1p ad)IS uerenp8u;>d 8U!U;>:>f;>"M ·ad)IS uerenp8u;>d 
-eretfBpu;;>q q;>JO 'BJOP:>f1P 8ue..( treerpos.rod ~UBn traqequrei UBp 
UBB!p;;>s.1;>d 8UBn n.rodas 'caxs BfUBpq-BfUBpq !B8Bq;;>s UB)l'Bun81p UBJJB 
8ue..( 8uen ue-e1op~u;>d }fmun ue){'Bun81p ad)IS ueren1;;>8u;;>d 8u1u;;>:>f;;>"M · 01 

. ad)IS UBBIDµ;;>U;;>d 
'B.TetfBpu;;>q aurau S'elB 'BJJnq1p ad)IS uaauruaucd ~U1Ud}fd~ 'traaurtrcucd 
B.TetfBpU;;>q q;;>JO tfB.I;;>Ba urnurjj SB)l 8U!Ud}{d"M d}f 'BAUqn.InpS U'e}f.IOl;;>S1P 
q1f-eM :inq;;>s.1;;>:i ad)IS treeuruouod 8U!U;;>:>f;;>.I 1P -ep-e 8ue..( oppss '-eµ;;>}{ 
µBq .I1q){'B BP'Bd 'U'Bln:>f8UBs.1;;>q ad)IS UB8ueu;;>M;>){ tpetuour 8ue..( tfB.I;>-ep 
treatmrcuod 8undurau;;>w }{mun ue){'Buruj1p ad)IS uaauruaucd 8U!U;;>)l;;>"M · 11 

·µBdns tranf rucsacd lBdBpu;;>w lfBPl;;>S pns){'BUI!P 
}{U'e8 -ep-ed ad)IS rutrsquraj U'eBWµ;;>U;;>d BretfBpU;;>g/ueBwµ;;>U;;>d 
B.IBtfBpU;;>S 8U1U;;>}{;;>.I 'B}lnqW;;>W :}Bd'Bp an8 'ruuoarcr umtnjj }{UBS 
8U!Ud}Jd.l d){ U'e}{l'B.IBASU;;>UI tfB.I;>'Bp treaunrsued U'e.InJBAU;;>d req WBfea 'QI 

·ueqmnq;;>}{ ue8u;;>p renscs an)I~ ue8u;;>p BWBS 8UBA }{UBq 
aped ad)IS ruuequraj uerenp8u;;>d BretfBpu;>g/uerenp8u;>d -eretfBpu;>g 
trap mueqUI;>d ue-eurµ;>U;;>d 'B.IBtfBpU;:>8 /ueBwµ;>U;;>d 'B.IBlfBpU;;>S 'BWBU 
sma }{U'eq 8U!Ud}{d.l 'B}lnqUI;;>W ana 'caxs l'B}{8U!:} Bp-ed tfB.I;;>'Bp -efuepq 
UBp tfB.I;;>Bp U'BlBdBpU;;>d UBBIDµ;;>U;;>d ;;>WS1UB}f;;>W qapntnradurotn }{mun '6 
-rutrequrad UBren1a8uad araqepucq trap uerenp8u;;>d BretfBpu;;>q -ep-ed;;>:>f 
ni trauaqurod mros UBrenp8u;;>d BretfBpu;;>q -epBda}{ (nD) UBB!P;;>s.Iad 
8uen ueµue~u;;>d 'an treuaqurad }{mun -e8nf trap S'1 ;;>UIS1U'B}{;;>W 
!IlfePUI -e8µa}{ }JB~d BpBd;;>}f 8uns8UBJ nreoos UB}f.IBABq1p 8ue..( -efuepq 
UBBU'eS)l'Bpd }{mun UB:>f!SB.Iado!P 1U! ueren1;;>8uad JBU01s-e.1;;>do 8u1u;;>:>f;;>"M ·8 

'UBren1d~Udd BUB0Ud.l 
!Bnsas tfB.IaBp q'Bluµawad U'BlB~;;>}f !BAB1qw;;>w }fmun UBJJBun81p 
8ue..( 8u1u;>:>f;>.I !'88-eq;;>s U'e:>f1SB.I;>do1p uerenp8u;>d JBU01SRI;>do 8u1u;>:>f;>~ 'l 

.UElBdBpUdd ~U1Ud}fd.l dpO}f UBp S1Udf 1SIDfl.JflUdp~UdW ens ·0 
·µ){nq .IOWOU WOJO){ trap fefilhiel 

WOJO){ BpBd U'e'BIDµ;m;;>d !S!S upsd umurjj S'B)l tufTIS Bp'Bd l'el'B::>U;;>W 
ans 'tfBS 8ue..( ~'1 ue-ewµ;;>U;;>d f.l}ln.S rrera l!P;U}f 'BlON UB)l.TeS'Bp.I;;>S '1 

ans q;>JO ue-etfBsn'el'BU;;>d uea ue-eues}JBJ;)d ·0·v 



'!S"8.J8;}l llµ;}l 
8u-e.i( qB.I;}Bp u-e8u-end}l u-e-eyop8udd !S'B)l!ldB W;}lS!S µ13p l{;}IO.I;}d!P 
Sfl.BWOlO 'B.I'BO;}S a0dS .I;}lS!8dR "Ul3}ll!q.Idl!P lfBPl 8u-e.A a0dS .l;}lS!8dR 
lBnqwdw qB.I;}Ba umurjj B.I'BqBpuds: 'SBlB !P trarodej-trarodsj 8u!dW'Bs !a '6 

'trsqrunq d}f 
!13nS;}S Ul3)lqB.I;}S!P ll3d13p rrera q-edns: 13pBd;})l BAUn88lJ!lll dancs l3UJ"E?l.I;}d 
-eµd}l µBl{ danos Ul3}lq'B.I;}S!P trap µBl{ denos renqrp lnq;}S.l;}l trarodeq 

·u-eµ13q SB}l !S!SOd S"E?ll3 }lUl38 !SBffiSUO)l;}R (q 
~ (H){d'l) Ul3µBH Sl3)I !S!SOd uarode-j (-e 

:}lmudq W'Bl'BP trnsnsrp qB.I;}-ea umurjj B.I'BqBpuds: trarode-j ·8 
·ans: trarodsj renqurour W'Bl'BP 

.I'BS'Bp UB}l!P'Bf!P UB}fB qB.I;}Bp umum SB)l -ep-ed !S}fBSU"e.J'.l p.)lnq-p.)lnq 
trap u-eBqBsn-e:iBu;}d qdyo UB)ll!SBl{!P 8rre.A uoumxop-ucumxorj "qB.I;}Ba 
SµBl;}.I}l;}S !nl'Bpw p-edns: -ep-edd)l :inq;}S.l;}l trarodej UB)l!l3dW'BAU;}W 
l{l3.I;}BQ urnurjj 'B.I'BqBpU;}S: "l3AUU"e'Bl0Jd8U;}d W'Bl'BP Bp'B.I;}q 8Ul3.A 
qB.I;}Bp wnurn SB)l s-e:i-e trarodej renquratn qB.I;}Ba umurrj B.I'BqBpuds: ·l 

')l!UOJ'.l}l;}J;} B.I'BO;}S 
UB)ln}[BTIP 8rre.A uoumxop UB!f'BAU;}d trap u-eBun88udd "E?l.I;}S '-e:i-ep UB.ITI13 
'!S'BW.IOJlJ! l'BnW;}W qB.I;}Ba umurrj 'B.I'BqBpU;}S: l{;}lO Ul3.IOd'By;}d S;}SO.Id ·g 

·!l}lnq .rourou urojox trap 1'888u-e:i urojox 'u-e.I'Bnp8udd woyo}l !S!S aped 
urrunjj S'B)I n}lns: 'Bpl3d ll3lBOU;}W ans: 'onxa trap rremnp8udd d-ends ·s 

'Vc:DI/Vd l{dl0 Ul3)ll!q.Idl!P 8u-eA .I'BABqW;}W 
l[B'.luµdd ll3.InS ucumxop 13p13d UB)l.I'BSBP!P a0dS U'Bl!q.I;}U;}d ·an)IR trep 
~Ul3n Ul3.I'Bnp~udd danos S'e:}l:? Gu:IS UdWlUfOP UB)ll!q.I;;>U;}W ana -es-en)I ·17 

'umurjj 
S'B)I n}lnS: aped lfBlWnf WOlO}l aped !S)l'BSU"e.J'.l fSHU l'BlBOU;}W aflS: '£ 

-t,£- 

·rre~:hrepun-~rrepun.zdd 
Ul3Jm'B.I;}d U"en:).U;}l;}}l rensos 'BAUUfSI suonstran S"B)l S!U;}[' 'p 

"qB.I;}Bp qB'.lllµ;}W;}d !U! l'Bl{ W'Bl'BP 'u-e-eµd)ldd troqurod }[Bl{!d }lmw 
rpefuaur !U! tratnuraf Stran B}fBW UB}fBUBS}fBTIP redap }fBPP u-e-eµd)ldd 
Ul3)ll'Bq!}f88udw 8u-e.i( ure1 q-eq;}AU;}d rrere u-e-eµd}fdd W'Bl'BP Ul31'88-e8d)l 
-ep-e BTiq-ed-e '888U!l{;}S ~"8.AUUfSI Ul3U!W'Bf trap ';}UIBI}l;}.I .I'B)l8uoq 
treururef 8u-en 'u-e-emtr.pwdd UBU!W'Bf 8u-en 'u-e-eµd)ldd U"elJ!W'Bf 
8u-en UfSl "8Jl3lUl3 pnS}fBW!P Ul3U!W'Bf8u-en qoiuoo re8-eqds ·u-e8u-epun 
8u-epurudd Ul3Jm"8.I;}d U"en:).U;}l;}}l rensos 'BAUUfSI UBU!W'Bf rrera 
"8AUU"e"8Ul3S)[8pd W'Bl'BP Ul31'88"88;})l O)l!Sµ !}lTI!WdW 8u-e.A u-e-eµd}fdd 
rusns UB}ln}[BPW W'Bl'BP qB.I;}Bp qBl uucurcd -ep-ed;})l B8fl.d}l }[Bl{!d 
l{;}l0 UB)lµdq!p 8Ul3.A "B)lnW 8rren tredrnj, rrere I trap UBU!W13f 8u-en 'o 

~Ul3p'BW;}}l Ul3U!W'Bf trep 
Bµd}l Ul3'B}fBJ;}O;}}l Ul3U!W'Bf Ul3.In! 'U'Bll3l{;}S;}}l Ul3U!W'Bf trarru 'u;}dSBJ, 
'10 l'BS"Bd l{dd ''B.I;}d"BJ, Bl.I;}S;}d tratraduns 'l3AUUfB'1 fSM.'B8dd trap l3S;}Q 
l"B)l8Ul3.I;}d/l3S;}a l31'8dd)I 'NSV 'oaac 'qB.I;}'Ba l31'8dd)I UfSl l3Jl3lUB 
lfBdn -ewµ;}U;}d !13M.l38dd q!f"BM. Ul3.In! n.rodss !13M.B~fad !fl38 Ul38UOl0d ·q 

~Ndd nara/rrep £0 l'BS"Bd l{dd '00 l'BS'Bd 
l{dd '10 l'BS"Bd l{dd fl..Iddds B8pd)l }[Bl{!d rre8udp qB.I;}'Bp qB:iuµdwdd 
!S}fBSUBJ'.l danos µ13p rre8u-epun-8rrepun.zdd trarnrarad u-e8udp 
!13nS;}S BAUUfSI snsrupt -emqBpudq nnra /rrep rutrequrod u-emnp8udd 
araqepucq 'u-emnp8udd nraqapuaq l{;}lO ln8und1p 8u-e.i( lBS~ }[Bf 'Bd ·e 

::in}lµ;}q f88Bq;}S !lDfBA 'stronsuan S"B)l S!U;}f-S!U;}[' '1 
"U"e)lmU;}l!P lfBPl 8u-e.A -e8qd}l }[Bl{!d 

8u!U;}}l;}.I aped u-e}l.IOl;}S!P }lmun (rrsrran lBJ!S.I;}q) -ewµdl!P 8rre.i( u-e.I'B88rre 
uou SB)l s-e:i-e Ul3BJOp8udd lfBl'BPB suoirstran SB)l rre-eyoyd8Udd 

sµOl!SUB.IJ, SB)I BP"Bd Ul3"8qBSn"E?lBU;}d U13p Ul3'8Ul3S}f8Jdd "£"-t;, 



00fi)IB ~U!U~np.1 d}l BSBf/~ire.req 
B!PdAUdd n:i~A u'aµd}l }ll:?q!d qdyo ire)l.IOldS!P tremurep ~iren (I 

tretnurep 8iren ire!JUqWd8Udd '0 
~UU}IIllUdl!P 

qup:i ~ire,{ tranf ru ~U!Ud}l;;u d}l an)IB !IeP suoirstran SB}l tranxnq 
qapururcd ire}JIDfBpw u8nf JJireq 'u,{u~1 auruauad ~UfUd}ld.I rrere 
u8µd}l }ll:?qrd ~U!Ud}ld.I upudd)l ufirepq trsnxnq qBPU!Wdd :iuus BPBd 'q 

~}fireq 
qdyo 8uns~ire1 ire}JIDfBl !P S'l oursnrexcm ireJfU~u::>w ~ire,{ ufirepq 
!IeP u,{uu~1 ire~uo:iod ire8uo:iod trap }ll:?fBd ire~uo:iod su:iu stronstran 
SB}l ire.IOl::>AU::>d !S)lUSire.Jl upud lB}ldJdlli ~ire.A stroarstrarj, SB}I ·e 

008 BSBil}I !P stronsrrarj, SB}I ireuyop~Udd ·6 
·:i~)l.I::>l 

nxnq nped trereraouod UU}ln}IUF)W uu~uupun-8uupuru::>d UU.IIllB.I::>d 
ransos }ll:?fBd :i~und q!fB.M ~8uq::>s u,{uu~ snsrrqy u.requpu::>g 
'aaa'as 'mqosrcr JfUfBd rre.10:i::>Audd trap uu:i~unw::>d su:iv ·o 

·u.re8dN SB}I 8u!U::>)l::>.I ::>)I BAUl~und!P 8uu,{ }ll:?fud UUBW!.Idu::>d 
qnrrqos UU}l.IOl::>AU::>W q!fBM. uu8uupun-8uupuru::>d UU.IIllB.I::>d ransas 
}ll:?fBd :i~und q!fBM. ~~uq::>s BAU~'] snsnqy u.requpu::>g/ dd8/ d8 'q 

· S'I I nil n DI an 
!nrepw uf trejoq uu.re,{uqw::>d sma }ll:?f ud :i~unw::>w qrfuM. 'rre~uupun 
-Strepurusd uarmarod ransos }ll:?fBd :i~und q!fBM. ~'auq::>s uu8rrepun 
-'arrepurudd trarruarod ransas u,{uu~'l snsnl{}{ u.requpu::>a/dd8/da ·e 

(dda) ruuaquraj uu.renp8u::>d 
BieqBpU;;)8/(d8) rre.renp'aU::>d B.requpudg !P sµOl!SUU.IJ. SB}I UUB{Op8U::>d ·g 

}l!ll0.Il}ldp 
nreoas ire}ln}IUI!P 8ire,{ U;;)Wil)IOp UU!fBAU;;)d trap ireuunfil}u;;)d "Bµ;;)S 
'u:iup ire.I!fB '!SBW.IOJU! renurour suorrsuan SB}l uuuqusnu:iuudd SdSO.Id · l 

·n:iuuqw;;)d uu.renp~U;;)d umqupu::>g nu:iu/irep 
uumnp'aU::>d umqupugg 'ens qgyo UU)lUUUS)lUHP S!JOl!SUU.Jl SB}l 
uumny::>'au::>d trap stronstran SB}l traaurucuod UUBJOp'aU;;)d UUBUUS}ll:?Pd ·g 

·rre)ldl:?l;;)l!P 
'auu,{ Qd}{S lil:?ll:?!'a;;>)l qns 1:?µ;;)U!}l :ig'a.ll:?l radaouour nrapsp mqcsroi 
B~µ3}l }ll:?q!d ireq!fBM.;)}l rpefuour ~ire.A UU1:?µ3)13d retrapucur }ln:iun 
UU}IU~!P 'JfU.llUO}f rensos BAUUUq!fBM.::>)l ire)lUireS)lUJdW )lUpµ 'arreA 
1:?8µ3}1 }ll:?qrd traururef Stren !IeP .roqums.rcq 'auu,{ qu.r::>up uu:iudupu::>d ·q 

·qus 8rreA ql:?.I::>BQ nsv Ul:?ll:?dBpU::>d 
u~y-u~ ndnrcq qu.r::>BQ UUll:?dBpU::>d ~81:?q::>s treururef 'auun 
!Il)lU'aUdlli trap !Sil)l::>S)l;;)'aU;;)W radap qB.I::>l:?Q qu:iuµ::>W::>d ')lU.llUO}l 
~IlS;;)S BAUireq!fBM.d}l ire)lUireS)lUF)W )lUpµ B'aµ::>}l }ll:?q!d [Bq UIB[BQ ·e 

UBU!WUf Bdru::>q suonstran SB}I ·g 
l:?'aµ3}l }ll:?q!d ;;>}l ire)l.reABq!P sn.req rutroarar 

Ill}IUM. l:?}l~rrefwurep -eu3.re}l ufirepq reuo!SB.I;;>do }ln:iun UU}IU~!P qojoq 
)lUpµ 'tfB.I;;>BQ SB}I ququrnu::>w undprsaur 'sµOl!Slll:?.Jl Sl:?}l ireuwµ;;)U;;)d •t 

·ireql3lU!J3lli3d !Slil:?lUil}IV .IUPUl:?lS UU'aU::>p ~nS::>S S!JOl!SUU.Jl 
SBl!Aµ}IU rre~uq !P Sl:?}l sn.re uarodej !P trap }l.tld 8uu:in ~'auqgs B:)l:?.Idu 
UIB[Bp UU}l!fBS!P BAU!SBW.IOJU! unurau rremaarre !SBS!fB::>.I Ul:?.IOdBJ UIB[Bp 
UU}l.IOdl:?HP )lUpµ 1:?aaurq::>s Vd'lIS !qn.re8u::>dw::>w )lUpµ !ll! !S)lUSUl:?.IJ. 
·(}l.tld) u'aµ::>}l }ll:?qtJ ire'aun:i!q.r::>d Un}IU aped 8uu:inq rrem,{-eqwgd ~'auqgs 
ire}JIDfBJ!P S!JOl!SUl:?.Jl SB}l ire.renp'aU;;>d "(}l.tld) B~µ3}l }ll:?qtj ire'aun:i!q.Idd 
UilJfU BpBd ~uu:inq ~8-eqgs ire}{Il}IUJ.Idd!P sµo:i!sire.i:i SB}l uuuwµ::>u::>d ·s 

"!S)lUSUl:?.Jl iredB)f~U3J;;)}l U3Wil)IOp 
!IeP ire)lt{BS!d.I3l )lUpµ ~ire.A Udllin)lOp ire}{Bururaugw BAUUBll3lB::m3d 
.resup uaau!q::>s qu.r::>up uu:iudupu::>d nl:?ll:? /rrep qu.r::>up 1:?frrepq 
!S)fl:?Slll:?.Jl !IeP Ul:?~Bq ~81:?q::>s UU}ln}IUI!P S!JOl!SUl:?.ll SB}f UUl:?l0{;;)8U;;>d 00 
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""'BAUUBq!f BM.a}{ U"'B)JfBSaJaAuaw lfBpns "'BSBf /8UBreq 
B!PdAUdd BMq"Bq UB}J"BlBAUaUI 8UBA UB8UB.ldld)l ramg qojo µ1dUI"BJ!P 
!nfm!P 8UBA 8u1ua}{a.r .rourou trap "Burµauad )[8tnd !UB)J.IfBJ!P UB}fe 
2JUBA UBU!UI"'Bf' 8UBn UB.I"Bsaq !8UBn UB.IfBJUdd q"'BlUµdd rsuoq 8UBA 
ans: q"Bluµad lB.InS UB8uap UB)Jn}fel!P UBU!UI"'Bf 8UBn UB.IfBJUdd (B 

'lfB.I~rnp 
qeruuaursd "Bp"Bda}{ BAuu-eq1f-eM.a~ qn.rrqos UB)JfBSapAuaur qBp:ias 
"'BSBf /8UBreq -e1paAuad -ep-eda}{ UB}{!I"BqWd}J!P q1f-eM UBU!UIBf 8UBn (0 

-e8qa}{ }feq!d 8u-e1nq f88"Bqas l"'BlBJ.Ial 
BAuwnpqas 8UBA mqcsror treurure] 8UBn S"BlB lfBS ~u-eA lfB.Ia"Ba 
11sv treredepuaj ure1-ure'I rpefuour !S"'B)J!J!S"B~a.1 UB}{n}l"'BPUI O){dd (B 

"UBln)J~u-es.raq 8UBA OcDIS U"'Bl"B~a}{ qns UBp 'U"'BlB~a}{ 
'UI"B~o.1d lli"'BT"BP UB)J!S"BJnUI.IoJ!P ~UBA treuturaf 8u-en UB}fe~uaur 
UB8uap -e8qa}{ }feq!d u-eq!f"BMd}J ratrspucur lfB.Ia-ea lfBluµaurad (0 

·-e8µa}{ }fetgd -ep-edd}J UB}{!I"BqWd}J!P }f8P!l tretrruref 8u-en ')[8.JlUO}{ 
rensos BAUUBq!f BMa}{ UB)[8UBS)f8pur }f8P!l -e8qd}J }feq!d I"Bq UI"BI"BO ( 1 

u-e}{!I"Bq ura}{!a }f8P!J. 8UB ..x.. treurura I' 8u-e n · p 

H~3VO NVJ.VdVON3:d 
NVVHVSnVJ.VN3:d NVO NVVNVSW'13:d 

A8V8 

tredmauad nourrraop lrn)J.l"'BS"Bp.1aq 
treredepuod treeunrouod S"'Bl"B !S"B}{yµaA trap !S"'BP!I"BA lrn)JtUf8pur dd8/ d8 'J 

·vcDI/Vd qayo }{nfum1p 8u-eA 
:i~unurad s"B8mad qayo lrn}{tUf8UP redep qB.Ia"Bp treredapuad u-eq~"Buad ·a 

u-etn8"Buad 
.rasap fB~"Bqas ddS:/ d8 "Bp"Bda~ trap u-ereA"Bqurad .rasap fB~"Bqas rsnqtnar 
G!f"'BM/}fef"Bd G!f"'BM "'Bp"Bda}{ U"B}{fBdUI"'BS!P U"'Bl"'Bd"BpUad U"Bdl?.la:ia)i l"'B.Ins ·p 

. .I"BA"BG!P 
srtraq qrssur 8u-eA }fef"Bd q"Bywnf trap 'ffi"B.JlS!U!UIP"B !S)JU"BS "BAU.I"Bsaq 
')[8f"Bd )JO)JOd U"B.l"'BA"Bqurdd u-e8u-e.1n}{a}{ lfBJWnf ')[8f"Bd l!Pa.l}{ lfBJUinf 
')[8f"Bd }{O}{Od q"BJUinf BAU.I"Bsaq lrn}{tllUauaw 8u-eA }fefBd u-ed"'Blala}{ 
l"B.Ins q"BI"BPB (H){OcDIS) .l"'BAB8 8u-e.1n)i qB.Ia-ea }fefBd u-ed"B1a1a){ 1-e.ins ·J 

· u-e~u-epun- UB8u-epuruad trarruarcd 
u-emua:ia~ u-e~uap rsnsas q"BS 8u-eA -e.&uure1 tredmcuod uaUin}{oa (s 

! (8){0d){S) .l"'BAB8 ~lrn.In)i lfB.ldBQ }fef"'Bd u-ed"'Blala)i l"'B.InS (t, 
!(OddS) lfB.Ia-ea }fefBd u-enq"'Blµaqwad 1-e.1ns (B 
!(a-ID1s) qB.Ia-ea 1snqµ:ia~ u-ed"B1a1a){ l"B.InS (0 

!(a-cDis) lfB.Ia-ea }fefBd u-ed"B1a1a){ 1B.1ns (1 
.adrucq radsp treredepuod UBd"'BlaUad ·q 

·qB.1a-ep 
treredepuod tredmaucd uoumxop lrn}{l!q.1auaw u-e~UBuaMa}{ µaq1p ~u-eA 
1-eq-efad rrere rrednq 'lf8.1a-ep treredapuod U"'Bl~unurad B)J8u-e.1 WBI"BO ""B 

U"Bd"'BlaUdd dBlfBJ, "I "S 

"l{B.Ia"Ba lfBlUµaurad "Bp"Bda~ u-e~u-epun-~u-epun.iad trarrunrod 
u-emuala~ U"'B~Udp ranscs rreradapuod U"'B.l"'BA"Bqurdd u-e~rurepur 
8u-eA }f8q!d-)[8tgd trap '1snqµ:ia.1 G!f"BM ')[8f"Bd G!f"'BM q"BI"BP"B "B8µa}{ }fellkf ·J 

'treredepucd tredmouod uotrmxop UI"BI"BP urrutraarcr 
8u-e.& I"BMP"Bf u-e8uap rensos lrn}IIDf8HP "B8qa}{ )[8tgd "Bp"Bda)J u-etn8"Buad ·q 

'"B8qd}J }fetgd a}{ u-e~uad lrn}{tUf8PUI u-etn8"Bl rams 
trep treredepuod tredmoucd ucurnxop lrn)J.l"'BS"Bp.1aq l~unurad s"B8mad ·"B 

u-eq~"BUad U"Bd"Bq"BJ, . 0. S 
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·q-e.1dBp traredapuod mA:-eqwdw 
}{mun treqJf"BM.d}J PlH!UldUI 8treA -e8µd}J }{"BqJd -ep-edd}{ }J!UO.ll}fdp "'8..Il:?JdS 
UP3I B!Pdlli n"BlB !S"'B}flJ!:J.OU tre}{Wµ~UdUI tre8udp f"BM.p-ef u-e8udp P3nSdS 
srreuroao -ereods UB}JID[Bf!P {"Bl~!P WdlS!S mpsjour treq~-eudd SdSO.Id 'J 

. 013'.lBdBpU;;)d 
tre~"BUdd }{JUO.I:J.}{d{d lB.InS UBUIP!~Uad S"\3l"B tre"BtuµdUdd B..I1:?q"BpU;;)8 
trap Qd)IS-)Idd Bp-eda}J UB}JTiq'e'.lµdqwdw :i~unwdd s-e8nldd (0 

!-e8µd}{ }{"B~d -ep-edd}J treredapuod 
u-eq18-eudd }{!UO.I:J.}Jdfd rarns tuµ~U;;)UI l~unwdd s-e~nlad (1 

:-ere::> u-e~udp UB}{ID[BHP }J!UO.I:J.}{;;)P rams Jnf"BPW u-eq~-eudd S;;)SO.Id ·d 
·ad)IS-)Idd trap dd8/d8 

BpBd;;)}J ucumxop "BUIµdl nptrer tre}JP3dUI"BAUdUI l~UnUidd s-e8mdd (£ 
~-e8µd}J }{Bl{!d 

qdro 1u-e80'8'.lBPU'e'.l!P 8treA Btuµ;;)l apuei u-e8uap tre}Jq}Jnq1p -e8µd}J 
}{"Bq!d BpBd;;)}J tre}{P3dUI"BS!J) ~treA 013'.l"BdBpUdd tredmauad U;;)UIIU[OQ (0 

!-e~pd>[ }JB~d Bpedd>( q~-e:i :i-e.1ns trap 
treredepuod tredmsuod UdUIIU[Op tre}{P3dUI"BAU:;)UI l~UnUI;;)d s-e8mdd (1 

.arao u-e8udp tre}{ID[BHP pmtreur -em::>ds u-eq~-eudd SdSO.Id ·p 

'.tre:)fd13'.ld:np 1.feFl ~treA 1.felllinf tre~Udp Btuµdl!P ~treA 
~tren qerwnf arenra treP3nSdSd}J !f~UdUI }{mun JSB}J!Jµ:::>.h tre}JID[BPW ·q 
'cnxa ~uns~treI Bill!.ldl!P ~treA treredepuod trseuruouad S13'.lB !S}JBSUB.I:J. 

µ}Jnq BlU!UldUI qJfBM. treBWµdUdd B..I1:?1.fepUd8 B}JBUI 'sµ-ewo:io B..Il:?JdS 
tre}J!S"BUI.IOJUJ!P }JBP!l !SB}JIITTOU/trenq'e'.lµdqUidd trsaunroucd r-eq UI"Bf"BQ -~ 

·an)I~ ~uns~treI "BUIPdl!P ~treA treredepuod 
trenurucuad s-e:i-e tre}JU"Bq.Idd !S"B}J!ffiOU nma l!Pd.I}J mou !:J.BUI.IdOUdW J 

1sBp!f"BA tre}JID(Bpw ruuequraj ddH/ dH (i 
!Qd)IS treredapuod treaunrouod 

s-e:i-e an)I~ trap tre}Jtreq.Idd !S"'B}J!J!:J.OU/l!Pd.I}J mou -ewµdUdUI dd8/d8 (1 
:-ereo 

tre~Udp tre}JID[BHP 'rsuru uou B..Il:?JdS an)I~ d}J treredapuod UBBUIµdUdd 0d 
·u-ereA:-eqwdd tre}JIDfePW q"BPl 

~treA -e~µd}J }JB~d -ep-edd}J traeunrausd µ}Jnq BPU'e'.l tre}Jµdqwdw dd8/ d8 ·p 
·1s-ep!f"BA tre}JID(Bpw dd8 / d8 q"BJdldS qes 

d-e~tre!P P3Un:J. uou nreoas dd8 / d8 ~U!Ud}Jd.l Jnf"BPW q-e.1d-ep u-e-ewµdudd ·o 
•tred"\3ldUdd uoumxop aped 

tre}Jd"\3ldl!P q"BJdl ~treA q-eywnf tre~udp "Btuµdl!P ~treA ~tren q-eywnf 
B.113'.ltre treP3nSdSd}J !nq'e'.ld~UdW }{mun !S"B}J!JµdA tre}JID[BPW (q 

~tre}Jtreq.1dd !S"B:>flJ!lOU /l!Pd.I}J mou !l!PUdW (-e 
=lrurµdq P38-eqds uaaunrcucd µ}Jnq !S"'BP!f"BA tre}JID(BfdUI dd8/ d8 (<'.; 

·013'.l-ed-epudd traeurtrouad 
S"Bl"B tre}Jtreq.1dd !S"B}{!ffiOU /l!Pd.I}J -e:iou uunrcucur dd8 I d8 ( 1 

:lIU(µdq P3~-eqds tre}JID[BP.P 
'P3Unl uou "'8..Il:?JdS dd8/ d8 ~U!Ud){d.l 1nr-epw treredapuod tre"BtuµdUdd ·q 

·-e~µd}J }JB~d BpBdd}J tre}Jq"B.ldAUdlli trap treBUIµdUdd !:J.}Jn8 
"BptreJ, tre}[-l!q.IdUdUI dd8/ d8 'mqesrei 013'.lBdBpUdd treeunrausd S"BlV (£ 

·u-ed-e:idudd ucurnx Op -ep-ed 
tre}Jd"\3ldl!P q"BJdl ~treA q"BfUinf u-e8udp -ewµdl!P 8treA 8u-en q-e1wnf 
nrenre treP3nSdSd}J !'.J.TidUdUI tre~Udp !SBp!f"BA tre}{ID(BJdUI aaa/ d8 (<'.; 

.dd8/ d8 -epBdd}J "BAUtreq!f"'BM.d}J tre}{.IOldAUdUI -e8µd}J }{"Bq!d '~"Bl 
rerns n-e:i-e /u-ep treredepuod tredmoucd UdUIIU[Op tre}Jres-ep.1da (1 

:lIU(µdq P38Bqds 
tre}JID[BP.P 'P3unl areoos dd8 / d8 1nr-epw treradapuod u-e-ewµ;;)U;;)d ·-e 

013'.lBdBpUdd treBtuµdUdd dBq"BJ, ·s·s 



}fU88 UB~Udp }f!PO!.Jdd B.I'BOdS !SBH!SUO}fd.l U"B}fn}f"BPW 
dd8/ d8 'rreredepuod trseurususd SE:lffiq-e'.lUn}f"B "B}f8UB.I WB{BQ (8 

·13...(~l 
}f~o.r.i1pp stsaq.roq !S}f"BSUB.Il trep (SWJ) UidlSAS :iudwd8-eu-ew qs-eJ 
'(JG3) g.Jn:id"BJ E'.l"BQ O!UO.Jl0d{3 ''.ati!ddm 'dp00IB8/SIB0 '8U!){UBq 
ldWdlll! '(W.LV) ~PUBW ratrnj, UB8unfuv '8U!){ueq mo '8ti!){U"Bq 
duoqd/gy!qow '8U!)lUBq ud8-e :u~y BIBlUB (d.13) ssooor.j uonoastrarj, 
O!UO.Il0dJ3 oursnrexam -edrudq dUHUO B.I'BOdS U"BIBABqwgd (0 

.}fUBq UOU UBp 
}fUBq UB~U"Bnd}f -e8Bqwgy trap (df'd) UBIBABqwdd -esBf B!Pd...(ugd qdyo 
UBJfl3W;;>S!P 8u-e...( atrquo -emods UBm...(-eqwdd fBUB}f ~f"BPW nere /UBp 
-e8!ld}f Jfl3q!d '.au!Ud}fd.1 trap .1g1su-e.r.i !nfBpw UB}fn}f"BTIP redep reuru 
UOU "BI80dS treredepuod UB"BW!.J;;>U;;>d "!SBpffBA U"B}fn)f"BJ;;)W dd8/ d8 (1 

l{B{dldS l{BS 
d-e~UB!P ~unl uou nreoas QD)IH d}f qB.I;;>Bp treredapued UBBW!.JdUdd ·1 

"l.{d{O.ldd!P ~UBA uaermrouod !.IBP 
.resoq q!qgy UB.IOldAUdd UB}fn)f"Bpw }fnlun UB}fmnp}f!P ~UBA BAB!8 (8 

"UI"Bf ('; m}fBM. ~BdUIBpUI 
ruuequrod mreuruauad BIBlfBPUdq/u-e-ewµdudd BIBl{BpUdq 
UB}fnpnpd}f/ledwg:i trap sod/}fu-eq B.I'BlUB qnduror }fBIBf' (q 

traq dauos UB.IOldAUdd U"B}fn}fB{dW U"B}fU!)l~UnWdUI 
Jfl3Pn ~UBA -eµd}f anm trap Bf.ld}f treruns S!JB~Od~ !S!PUO)I (B 

:lIDf!.ldq ~8BqdS 13!.Jdl!.l}f rqnucurcur 8UBfU"BddS 'dd8/d8 
UB)Jnpnpd}f rsduranp sod rrera }fUBq UBUBA"Bl BAUB!pds.Igl Jfl3P!.L (0 

'.UB}f.Inq!{ 
~UBA µ-eq rrere .inq!l traq -ep-ed -ewµdl!P traroios u-e-eurµdudd (I 

::iIDf!.ldq ~8-eqds !S!PUO}f )fmUn 
UB}f!{BnOd}f!P 'q jruriq UBp B jnrnq aped pnsspsunp "BUBUI~~Bqgs -eµd}f 
µBl{ I raqurej 8U!f"Bd treradapuad treeunrouod UB.IOldAUdd UBq!fB.M.d)I ·o 

·-eµd}f traq (rues) 1 m}fBM. UIB{Bp lBqUIBJ 8U!{Bd GD)IH 
8U!Ud}fd.l d}f pnS)fBW!P treredepuod UBBUI!.JdUdd UB}fIDfnqqBpU!WdUI 
q!fBM. rutrequro.j UBBW!.JdUdd "BIBlfBpUd8 /UBBUI!.JdUdd BIBlfBpUd8 
'dd8/d8 8U!Ud}fd.l ~fBpUI )JnSBUI treredapuod UBBUI!.JdUdd {Bl{ WB{BQ ·q 

~-eµg}f µ-eq I m}fBM UIBfBP :i-eqUIBy 8U!{Bd GD)IH g}f lnqds.Igl rauru 
treeunroucd UB}f.IOldAUdW q!fBM. rutreqtnaj UB"BUIµdUdd BIBt.fBpuda 
/u-e-eurµdudd BIBt.fBpuda '~um nreocs -ewµdl!P treredapuod {Bl{ WBfBG ·-e 

U'Bl"BdBpUdd UB.IOldAUdd dBl{BJ, "i?"S 

sm-e 
!P UdUIIDf Op u-e~udp UB)fBUIBS.Idd!P ~UBA l{BS ~UBA !S)fBSUB.Il r.Pfn8 ·p 

}fUB8 l!Pd.I)I moN ·o 
UB.IOldS BpUBJ, lB.InS ·q 

UBBUlpdUdd r.Pfn8 BpUBJ, "B 
:~1 B.I'BlUB 'U'BlE:lBOUdd .rasap ~~Bqds ruuauar UdUIIDfOp-UdUIIDfOP 

U"B)fB~UdW traeuruouod BIBqBpugq 'rreromqurod UB}fmt:'"BpW UIB{BQ ·i 
}fUBq romq UBp rauru SB){ romq U~{ "B.I'BlU"B 'ruuequro.j mt:na ·p 

UinWD SB)I mt:na 'o 
S.LS .ldlS~dH ·q 

UB.IOldAUdd UBp UBBUIµdUdd UB.Iod"B'] ·13 
::imt:µdq ~~Bqds nxnq-nxnq UB}fB~ugw 

l{B.ldBp ueredepuod UB.IOldAUdd trap UBBUI!.JdUdd sm-e UB!fBPUd~Udd · 1 
UB"BUIµdUdd BIBqBpugg uanxnquraj ·s·s 
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·u-e1nq danos Vd)I/Vd q;;>yo UB'}fqBS!P trap SJ,S J;;)lS~;;)J 
romq 13p-ed IBntrnw trndrreur }f!UOJlJfdP 13.IB::>::)S JJ!Bq lBl13::>udw dd8/ d8 ·q 

·trnl13d-epu;;>d 8u1ud}fdl ::)POJJ u-e8udp rensos tra.rnnp8u;;>d 1s1s !P 
trap treeurucuad rsrs !P tnxa) umurjj SB)I n}fn8 13p-ed !S13P!IBA!P q-epns 
8trnA (13AUU!Bl UB}ftrnqldd }SB)f[JnOU nBlB lTI)d.I}f BlOU) UBBIDpdUdd 
fi'}fnq UB)J.IBSBp.Idq Q[l)I~ !P UBBIDpdUdd lBlB::>U;;>W dd8/ d8 ·e 

Q[l)I~ !P tra13Wµdlldd SBl13 uenxnquro.j ·s 
·u-eynq danos Vd)I/Vd qdJO UB}fqBS!P trap SJ,S J::)lS!8;;>J 

romq eped IBntrnw undrreur }f!UOJlJJ;;>p nraoas JJ!Bq rereouotn dd8/ d8 ·::, 
u-e.rnnp8udd 

!S!S !P ([1)18) umurjj SB)I Il}fng 13p13d Q[l)I~ d'}f (trenxnqqapunnod) 
rsuru UOU 13.IB::>::)S treredepuod UBJOldAU;;>d l"8l13::>U;;>W dd8/ d8 'q 

"trn'lBd-epudd 8U1Ud}fdl ::)PO:>f trn8U::)p !BnS::)S treeurucuod 
tsrs !P (fl)IH) umnrjj S13)1 nJJna nped !S13P!IBA!P q-epns 8u-eA (BAUU!Bl 
UB}ftrnqJ;;>d JSB)f[J!lOU rrere l!Pd.I}f BlOU) treaunrcuod !l}fnq UBJJ.IBSBp.Idq 
rstrru uou 13.IB::>dS dd8 / aa 8U}U;;)}f::)l !P U1313Wµ::)U::)d l13l13::>Udlli dd8 / aa ·-e 
!BUnJ, UON B.IB::>;;>S -e.rnq-epu;;>g 8u1U;;)'}f;;)~ !P UBBWµ;;>Udd SB'.}13 treromqtnaj •t, 

•tra1nq danos Vd)I/Vd qd10 UB}JqBS!P trap SJ,S J::)lS~d.l 
romq aped pmtretn trndrreur :>f!UOJl:>f::)P 13.IB::>;;>s :>f!Bq lBl13::>U::)W dda/ d8 ·::> 

·u-e.rnnp8u;;>d !S!S !P (n)la) umurjj S13)l Il}fna -ep-ed 
Q[l~ ::)}{ rauru B.IB::>::)S UBl13d13pU;;>d UBJOl;;>AU;;>d lBlB::>U;;>W dd8/ d8 ·q 

treredepuod 8U!U;;)}f;;)J ::)PO':>f tra8u;;>p !BnSdS UBBIDp;;>U;;>d 
!S!S !P ([1)18) umurjj S13)1 Il}fna -ep-ed tra13Wµ;;>U;;)d !lJJn8 -eptraJ, 
UB}f.IBSBp.I;;>q reuru B.IB::>;;>S treredepuod treeurucuod lBl"B::>U;;)Ul aaa/ d8 ·-e 

!BUnJ, U1313Ul!JdUdd SBlB UBil}fnqw;;>d "£ 

udwmyop ne:re (8'IO~S) .reA-eg t:[!qd'J lfB.I;;J"BQ !snq'!-Il;;J~ u-ed'B':ldld)l l"B.InS 
'(a'IacDis) .rnA-ea qJqd'J lfBJ;;>-ea }{"Bf-ed u-ed'B':l;;)l;;))I lB.1ns aped traJJ.rns-epJp 
sn.raq treredspucd UBBWp;;>U;;>d traqJq;;>pJJ UBH13qW;;>8u;;>d dBfi;;>S ·g 

·tra8u-epun-8trapuru;;>d uarruarod 
tra8u;;>p rensos HTIS tra}flJqJ;;>:gp 'l!BJJ.I;;>l OcDIS tra}Jn}{"BI!P 8u-e..{ 1s-e}fyp;;>A 
J!SBq Bµ;;>S qBJ;;>Bp treaurucuad SBlB UB~q;;>pJJ JS13WJOJU! tra}J.IBS13p.I;;>8 "S 

"UB)l!Bdw-es1p q-epns 
8traA tredmaucd lRins SB:lB 138fid}f }{"B~d q;;>10 8UBA tre'.l13J;;)q;;)}J BAtrnpB ·q 

n13l13 ~u-esnnu;;>d traqBIBSd}J tra}{"BU;;).IBJJ!P 8trnA traqBIBS;;)}J ·-e 
:trn}{"BU;;>.IBJJ!P redep UBJIBqwd8udd u-enf-e8udd q13qdAUdd .rnsujj ·i, 

·tra!IBqw;;>8u;;>d tranf138udd q-eq;;>Au;;>d .msun trn}JfiSBW;;>W ·q 
·tranf-e8u;;>d .IBS13p tra:>UpBf!P 8trnA !l}Jnq trnq-esq13;;>JJ UB}JfiSBW;;>W ·-e 

:}Jn:iun trn}fpns}{"BW!P 8u-eA 'JS13P!IBA trep !S13}fyµ;;>A 
sosord trn~pw -eAutrn8traU;;>M::)}f u-e8udp !BnS::)S Vd 'trn.rnA-eqw;;>d 
trn~qdp}f SBl13 138fid}J }{"Bq!d trap u-enf13~U::)d rams UB}f.IBSBp.I::)8 "£ 

u-e~u-epun-8u-epurudd 
trerruurod u-e8udp !BnS::)S tra}{"BWBSJddfp 8traA 13.AUU!Bl !S13W.IOJUI ·d 

n'B':lB /u-ep ~13.AUU!Bl umxnq BA13dn 
13p13 }{"BP!l qspns trap dBl::)l umxnq trn'lBil}f::)}f.I::)q u-enp-e8u::)d tresrund ·p -- 

~RI-)ld8 1s13pU::)WO}f::).I ·::, 
~dldV JS13pU::)Ul0}fd.l ·q 

~UB.IBA13qw;;>d traq1qdp}J UB!IBqW;;>~U;;>d treuoqotnrad :i-e.1ns ·13 
.edruaq redap q"'BJ::)Bp UBBIDpdU;;>d SBl13 trnq!q;;>p:>f JSBWJOJUJ ·0 

·13w-es 8u-eA q-e.1d-ep treeunrauod :>f;;>fqo ·q 
~Unq"Bl danos unru UB}f.IB88trnfp UBBU;;>)JJ;;>q qBJ;;>13p UBBWµ;;>U;;>d ·13 

:ltuyµ;;>q !"8813qds -eµ;;>lµ}J u-e8u;;>p '13Auwnpq;;>s 
unqm undrreur 13WBS 8trnA trrrqm -ep13d !P13f.I::)l trap 8trnyrudq 
BAUl13J!S 8trnA qBJ;;>13p treauruaucd trnq!qdp}f SBlB UB!1BqW::)8Udd ·1 

tre'.lBdBpU::)d trnqJq::)p)I S13lV trn.IBABqW::)d U1313qBSnBlBU::)d ·g·s 



~lf8.Id13Q 
l13}J~U13.ldd 1p10 !U'e~lrel13Plrel!P OdS 'lf8.ld13Q sµ-e:id.nps "l{ld tF~lO 
U13JP!q.Idl1P l13d13p S138nl rams 'nno /l13dllidl1P 13p13.Idq ){13P1l l{13.ld13Q 
Sµtr.ld.I}fdS [Bl{ W13[Bp U13p 'l13W13J l{dl0 !U138lrel13Plrel!P S138n:} l13.InS 
l13W13J Sµtr.ld.I}fdS 1ren::>a}J '(III uops3:) .IOl13.llS1UfWPV veq13fad l{dl0 
U13~11P 8U13A U13l13q13r S13U10 U13U13[B[:ldd }fnlun l{13.ld13Q Sµtr.ld.I}fdS (s 

~l13W13J 
qdyo !U138lrel13Plrel1P OdS 'qe.Id13Q sµtqd.I}fas ·q1d l{dlO U13)fl!q.Ial!P 
l13d13p S138n:} l13.InS 'rmo /l13dWdl!P 13p13.1aq Jf13P1l l{13.ld13Q sµ-e:ia.I)fas [Bl{ 
W13[Bp U13p 'l13W13J qojo 1U138U13l13Plrel1P s138n:} l13.InS ual13dnq13)1/13lO)I 
W13[Bp S13U!P U13U13[Bµad 1ren::>a:>J 'l13W13J qa10 U13~HP 8U13A U'el13q13r 
S13U!O U13U13[B[:lad }Jn:iun rsuraord .I13nJ qe.1a13p .I13nJ U13p tsutaozd 
W13[Bp qe.1a13p .I13nJ s13u1a U13U13[B[:lad snsrrqx qe.1a13a sµtqa.I)fas (t, 

~qe.1a13a l13}J8U13.Iad 13[Bda)I qa10 1U138U13l13PU13l1P OdS 'n13dn9 
13W13U S13l13 l{13.Ia13Q Sµtqa.I)faS 0l{ld/qe.1a13Q Sµtqa.l)faS/1:}13dng 11}{13.h\ 
qayo U13JP1q.Ial1P l13d13p S138n:} l13.InS 'rmo /l13dWal1P 13p13.1aq ){13P1l 
1:}13dng [Bl{ W13[Bp U13p '(II uops3:) 13W13l13.Id ~U!J, U13U1dW!d 
l13q13fad qa10 U13}JIDfBHP 8U13A U13l13q13r S13U10 U13U13[B[:ldd }Jn:}Un 1:}13dns (£ 

~U13Maa 
sµtqa.I)fas l{;)JO !U138U13l13PU13l!P ads 'craao 13n:};)}J trap U138U13U;)Ma}J 
treqadurqod l{;)JO.Iadwaw qeplaS CRida 13n:}d)I I1Jf13.M qa10 U13)fl1q.Ial!P 
l13d13p S138n:} l13.Ins 'rmo /l13dwa:i1p 13p13.1aq Jf13P1l a~da 13n:}a)I 
req W13fBP U13p 'oaao -e:io~U13 U13p a~da 13n:}a">f I1Jf13M/O~da 13n:}a)I 
qa10 U13:>JIDfBHP 8U13A U13l13q13r S13U1a U13U13[B[:lad :>JmUn a~dQ 13n:}d)I (0 

~qe.1a13a Sµ13ld.I}fdS qojo 1U138U13l13PU13l!P ads 'n13dna 11Jf8.M/n13dna 
qojo U13:>JIDfBHP 8U13A U13l13q13r S13U!Q U13U13[B[:lad }Jn:}Un 1:}13dna (1 

.qojo !U138U13l13PU13l!P /U13)fl!q.1a:i1p 
(q) Jn.inq 13p13d pnsspsurrp 13U13W113813qas QdS U13p s138n:} l13.Ins ·1 

~(ads) S13U!Q U13U13[B[:lad l13.InS trenqroucd .I13S13p !P13fU;)W S138n:} l13.InS ·q 
"S138nJ, ramg W13[Bp 8U13n:}.Ial 8U13A OdS 13U13SJf13Pd U13S13l13 l.{13lUµad 

rensos U13:>JIDfBHP ads 13U13S)J13Pd qojo U13l13q13r s13u1a U13U13[B[:lad ·8 
~13MOqW13)1 

U13l13W13::>a)I U13p 'nun8auo9 U13l13W13::>a)I '13.113lfl 13qwn.io}f13.M U13l13W13::>a)I 
'13.l13l[l nsnsnn)I U13l13W13::>d)I 'l13.l138 nsnsqrrg U13l13W13::>a)I 'nsnsnn)I 
U13l13W13::>a)I trap trrprai 8U13A 13.J13lfl uomq ua:i13dnq13)1 lf8A13J!M U13n:}13Sa:>J 
qe[Bp13 (a) jrurrq 13p13d pns)J13W!P 13U13W113813qas ucrednqex S13l138 'J 

~Ual13dnq13)1 W13[Bp !P U13JfU13SJf13J!P 8U13A U13l13q13f S13U1P U13U13[B[:lad (0 
~ua:i13dnq13}f s13113q 1:}13Mapw 8U13A U13l13q13f S13U1P U13U13[Bf.Iad (1 

:1UJf13A '13np rpafuour U13:>J8uo1081p U13l13q13f S13U1P U13U13[Bf.Iad ·d 
U13W13Jf13Wdd redurai 1310)1 a}{ .I1l{}f13.Ial 8U13A U13:>Jnpnpa)I 

reduroj, trap 131unp [B~U!uaw 8U13A µa8aN !13M138ad /13.I138aN 
l13q13fad qezeuaf U13W13Jf13wad redtrroi a:>J U13:>J.113lU138uaw flndwaf uour ( 11 

~S13U1Q U13U13[Bf.Iad 
U13:>JIDfBPW W13[Bp 13!unp re~u1uaw 8U13A µa8aN !13M138ad/13.I138aN 
l13q13fad qezeuaf U13W13){13Wdd l13dWal a:>J U13:>J.113lU138uaw /:indwaf uctn (O 1 

~U13l{f.i13pd U13p U13:>J!p1puad n~uaw (6 
~£s/0s/1s/13wo1d1a 13.I'Blas U13:>J!p1puad nil:>J18uaw (8 

!µa8aN !13M138ad U13l13qasa)I 
1fn8uad snaf13W U13Sn:}nda:>J U13:>J.I13S13p.1aq trereqosuod U13)ll13d13puaw (l 

!s138n:} U13:>JIDfBPW 13Ua.I13:>J/nl}f13M 13p13d nropco redapuour 13Ua.I13:>J 
.Ial)Jop U13~U13.1a:ia}J l13.Ins U13:>J.I13S13p.1aq trereqosuod qayo.1adwaw (g 

!U'el13q13f U13~unuada}J 
13U~ 13AUU13l13qasg}J ~u-e:iua:i .1a:i}Jop u-e~u-e.ra:ia}J rarns U13)ll13d13puaw 
}{mun ':>Jnf trrurp 8U13A U13l13l{dSd}J 1fn8uad .tal)Jop 8u-e.1oas d13p13q~uaw 
n13113 µa8aN !13M13~dd U13l13l{dSd)I 1fn8uad snaf13W d13p13q~Udlli (s 



SBU!P Ul3~hrnpun rams Wl3fBP Ul3)ldl3ldl!P 8Ul3.& traq qBJumf Ul38udp 
rsnsas BAUS~:;)f:;)S rrere dO"l{S)l.IOM. 'S!U)l:;)l Ul3~~qui1q 'Ul3"l{!lBJ:;)d 
U13p Ul3)l!P!PUdd Ul3l'B~d}f }{mun SBU!P Ul3Ul3fef.tdd !.ll34 qBJUin[' (s 

!QSdV 8Ul3lUdl dnqrodeg U13p Bp.IddB~ traaumduraauod 
U13p !SBnfBAd 'treunsnxuad lfB}f.Idl !S"BU!P.IOO)l Ul3l"B!8d)I (o 

·s-e8m rams Ul3)ll!q.IdUdw 8Ul3U:;)ln.l:;)q 8Ul3.& l"Bq-efdd trap sBU!P 
Ul3Ul3fef.t:;)d s-e8m Ul3"8Ul3S)l'Bpd Ul32JUl3fUl3d.I:;)d Ul38Ul3.l:;)l:;)}f lB.InS (q 

!ue'.l"B~:;)}l Ul3BUl3S)l'Bpd .rasap !PBfU:;)Ul 
8Ul3A Ul38u-epun rams Wl3fBP Ul31fdl3ldl!P 8Ul3A trsq qBTUffif rensds (B 

:req Wl3fBP '(£) "B)l8Ul3 BpBd pnS)l'BUJ!P BUl3Uif88Bq:;)S 
!.Jl34 (BUIH) S !4!qdldUl lBdBp SBU!P Ul3Ul3fef.t:;)d traq ql31Wn[' (t 

!-emfil}udJ, !Sd.M"BJnS 
!SU!AO.Id qBABJ!.M Wl3fBP ue'.l"B~:;)JI u-e-eu-es}f'81dd 4BPlds traq m-es (d 

!(ue'.lB!8:;)}l Ul3BUl3S)l'Bpd redurai l{"B.ld"Bp) B.Jl3fil}U:;)j, !S:;).M"BJnS 
!SU!AO.Id qBABffM .ll3n'] !P Ul3l"B~d}l Ul3BUBS)l'Bpd 4'3Pl:;)S traq m-es (p 

!Ul3lB!8d}f Ul3BUl3S)l'Bpd rrsq nl"BS (o 
(UBlB~:;)}l UBBUl3S)l'Bpd l"BdUI:;)l qB.I:;)Bp) B.Jl3fil}Udj, !S:;).MBJnS 

·, !SU!AO.Id qBABJ!M mn'] !P ue'.l'B~:;)}l Ul3BUl3S)l'Bpd urrqaqos µBq m-es (q 
!-emfil}udJ, !Sd.MBJnS 

!SU!AO.Id qBA"BI!.M Wl3fBP ue'.l"B~:;)}l Ul3Ul3S)l'Bpd urrqoqos !.Jl3l{ m-es (-e 
:ln}l!.J:;)q f88"Bq:;)S 

U13puµ Ul38Udp '!.Jl3l{ (BUJ!I) S fBUJ!S)l'BUI B.Jl3fil}Udj, !Sd.MBlnS !SU!AO.Id 
qBA"BJ!.M .rerq !P UB)l'8Ul3S)l'BTIP 8Ul3.& !Sl3lJnSUO}l trap !S"BU!P.IOO}l l"Bd-e~ (£ 

'l[B.ld'BQ lB.lOl}l:;)dSUI 
aped rrprre Ul3Ul3S}!Bpd Ul38udp ue'.l"BfB}l.Idq 8Ul3.& ue'.l"B~d)I (p 

!qB.I:;)"BQ l[BlU!.J:;)Ul:;)d Ul38Ul3n:;))I Ul3.IOdB'] 2Juµ:;)AU!SUO)I 
U13p G8dV 8Ul3lU:;)l dnq.1:;)de~ U13p -ep.1:;)de~ Ul3BwndUI:;)AU:;)d 
trap !SBnfBAd 'Ul3UnSnAUdd lfB}l.ldl !SBU!P.100}! ue'.l"B~:;))I (o 

·s-e8m rams Ul31fl!q.I:;)U:;)UI 8u-eu:;)ln.l:;)q 8Ul3.& :i-eq-efdd trap snurp 
Ul3Ul3fef.t:;)d s-e8m Ul3"8Ul3S)l'Bl:;)d u-e8u-efu-ed.I:;)d Ul38Ul3.I:;)l:;)}l l"B.InS (q 

!ue'.l"B~d}l Ul3BU'8S)l'Bpd .rssap !PBf uour 
8u-e.& u-e8u-epun rerns Wl3fBP Ul3J!d"BPl!P 8Ul3.& traq l[B{Ulnf rensds (-e 

:req Wl3fBP '(1) BJ!8Ul3 -ep-ed pnS)l'BUJ!P "BUl3Uif88"Bq:;)S 
traq (B8!l) £ !4!q:;)pUI radsp SBU!P Ul3Ul3fef.t:;)d !.ll34 qBJUinf' (0 

'ue'.l"B~d}l UBBUl3S)l'Bpd l[B{dldS µBl{ mBS (o 
!ue'.lB!8d}l UBBU'8S)l'Bpd traq m-es (q 

'.UB:lB~:;)}l Ul3BUl3S)l'Bpd traq umjoqcs µBl{ mBS ("B 
:Ul3!0U!.J Ul38U:;)p µBl{ (B8!l) £ fBUI!S)l'BUI "B.Jl3fil}U:;)J, !S:;).M"BlnS !SU!AO.Id 

l[BA"Bf!.M Wl3fBP Ul3)1'8Ul3S)l'BI!P 2Ju-e.& !S"BllnsuoJI U"Bp 1s-eu!p.100JI :i-ed-e~ (1 
=lnJI!.Jdq re8-eqds U"B}fmUdl!P 

µBq l[BJUinf Ul3SBlBq '!Sl3lJnSU01f U"Bp !SBU!P.100}! l"Bd"B.I ll"Bl'B~d}f 
}lmUn ucrednqax Sl3lBq !lB.Mdpw 8U"BA trereqa] SBU!P U"BU13fef.tdd ·1 

!U"BSB8nU:;)d .ll3SBQ (S 
'.s-e8m U"B"BU"BS)l'Bpd reduroj, (t 
!s-e8m U"BBU"BS}!Bpd n:i}l'B M (£ 

! s-e8m "BU"BS)l'BPd ( 0 
!s-e8nl µ:;)qW:;)d (I 

::irurµ:;)q f88Bq:;)S f84-fel{ U"B}!WmU"BOU:;)Ul l!1f!P:;)S 8U!fed SB8nJ, lB.InS '}! 
!UB8UBpun-8Ul3pUn.t:;)d U"B.IUlB.I:;)d Ul3mU:;)l:;)}l 

fBnS:;)S }lnfun:np 8Ul3A lBqBf:;)d "Bp"Bd:;)}l Ul3JI!S"88:;)pp!p rednp (!) jrunq 
-ep-ed pnS)l'BUl!P BUBUI!B8Bq:;)S s-e8n:i lB.tnS umtq.rouod UB8UBU~.M~}I . [ 

'ql3.I:;)BQ lB}l8UB.I:;)d Bfedd}I q:;)10 !UB8Ul3lBPUl3l!P GdS 'l[B.I:;)Bp 
lBJI8UB.1:;)d -eµd}f treruns aped NSV uoN l3l.I:;)s BUBS}l'BPd lBqBf:;)d 
UBp fBUO!S8Un.tl l"BQBf:;)d '(AI UOJ:;)S3) S"B.MB8U:;)d lBQBf:;)d q:;)JO Ul3}fn}!BJ!p 
8UBA UBlBqB[' SBU!Q Ul3UBfBf.t:;)d }lnlUn l[B.l:;)BQ lB}l8UB.I:;)d "Bfed:;))I (g 



-St,- 

.tre:)BillBJd"}f tfBABTI,M .IB:j.UB undrreur tre:)BillBJd"}f rues tfBABTI,fn urerep 
}[fBq B.IB:j.[1 uornq uoradnqax tfBABf!-M urerep UBJfBUBSJfBITP ~UBA SBU!P 
ueuereµad tfBf8PB uorednqex qB.I;;)Bp urapsp UBlBqBf SBU!P ueuereµdd ·-e 

U;;)lBdnqB)I qB.I;;)BQ urerea SBU!Q UBUB[8µ:;)d Bfuepg UBBUBSJfBJ;;)d "8"9 
"SB~m 

troqurcd trap s-e8m ue8uef tredrod ue8ue.1:;)p>y rarng -edru;;)q uoumxop 
~.11durepw ue8u;;)p trenfruosrad redapuanr >ymun UB}l"BllJ!UI!P redap 
(n) jn.mq BpBd pnsxeunp BUBW!B8Bq;;)S BlO)I nrejap UBB.IBpUd}l BJ\\;;)S 
trap '1s-e:iu;;)S;;).Id;;).1 8uen 'ued-eu~u;;)d BAB!q 'tretraq 8uen trsqaqurej, · A 

"BlO)I WBf8p 
UBB.IBpUd}l B.M.;;)S trap '!SBlU;;)S;;).Idd.I 8uen 'uedBU!8U;;)d BAB!q 'tratraq 
8uen traqequrm ue>yµdq1p redap GdS BUBSJfBPd 'UB!Bf8P>I/UBtfBf8Sd)f 
q;;)fO ue>yq-eqds1p JfBP!l trap ads/s-e8ni rarng urepsp ue>ydBl;;)l!P 8ueA 
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6.5. Pelaksanaan Belanja Uang Lembur dan uang Makan Lembur 
a. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada waktu-waktu tertentu 
di luar waktu kerja normal yang telah ditetapkan. 

b. Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada ASN dan Non ASN 
yang melakukan kerja lembur, yang dihitung dalam satuanjam. 

c. Uang makan lembur adalah uang makan yang diberikan kepada ASN 
dan Non ASN yang melakukan kerja lembur, yang dihitung dalam 
satuan hari. 

d. Kerja lembur bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan 
yang mendesak serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi sesuai target waktu yang telah ditetapkan. 

e. Kerja lembur dilaksanakan berdasarkan surat perintah kerja lembur 
dari Kepala Perangkat Daerah; 

f. Uang lembur dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang 
melakukan kerja lembur minimal 1 jam penuh; 

g. Uang makan lembur dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang 
melakukan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut­ 
turut; 

h. Jika kerja lembur dilakukan pada hari libur kerja, maka uang lembur 
diberikan dengan hitungan 200% dari hitungan normal. 

1. Jika kerja lembur dilakukan 8 (delapan) jam dalam sehari maka uang 
makan lembur diberikan dua kali lipat dari besaran uang makan 
lembur normal. 

J. Besaran uang lembur dan uang makan lembur berpedoman pada 
Peraturan Bupati Buton Utara yang mengatur standar satuan harga 
(SSH) 

2) nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil; 
3) tujuan kegiatan; 
4) manfaat; 
5) kota/ negara yang dituju; 
6) agenda; 
7) waktu pelaksanaan; 
8) sumber pembiayaan 

k. Permohonan dimaksud diterima oleh Menteri dan/ atau Sekretaris 
Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan 
kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat 
rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri. 

1. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi 
perjalanan dinas ke luar negeri bagi bupati, wakil bupati, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, anggota DPRD, pejabat eselon I, dan atau pejabat 
eselon II. 

m. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris 
Jenderal menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri 
bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf. 

n. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling 
lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan 
tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. 

o. Komponen dan besara biaya perjalanan dinas ke luar negeri 
berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang Standar 
satuan harga barang dan jasa. 

p. Hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas jabatan ke luar negeri 
yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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6. 7. Pelaksanaan Belanja Honorarium Pengadaan barang dan Jasa, Perangkat 
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 
a. Pembayaran belanja honorarium pengadaan barang dan jasa 

dilakukan berdasarkan: 
1) Keputusan dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang 

undangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan daerah; 
2) Ketersediaan anggaran dalam DPA SKPD 

b. Besaran honorarium pengadaan barang dan jasa berpedoman pada 
Peraturan Bupati Buton Utara tentang Standar Harga Satuan Barang 
dan Jasa; 

c. Honorarium pengadaan barang dan jasa meliputi: 
1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/ jasa 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6.6. Pelaksanaan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 
a. Pembayaran belanja honorarium Penanggung Jawab Pengelola 

Keuangan dilakukan berdasarkan: 
1) Keputusan dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang 

undangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan daerah; 
2) Ketersediaan anggaran dalam DPA OPD 

b. Besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 
berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang Standar 
satuan harga barang dan jasa; 

c. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan meliputi: 
1) Pejabat Pengelolaa Keuangan Daerah (PPKD) A tau Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) 
2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 
3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 
5) Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan 
6) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Bendahara 

Penerimaan Pembantu 
d. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap SKPD, 

diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab 
pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA), dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih 
dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai 
dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas 
pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi 
honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA 

2) untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja 
pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk pembantu 
bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium pembantu 
bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara 
penerimaan pembantu diberikan sesuai peraturan Bupati tentang 
Standar Satuan Harga. 

3) dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan 
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan 
honorarium dimaksud. 

k. Pelaksanaan lembur pada hari kerja dihitung maksimal 4 Jam, 
sedangkan pada hari libur dihitung maksimal 8 jam. 
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6.8. Pelaksanaan Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, 
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 
a. Besaran honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan 

panitia berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang 
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa; 

b. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat 
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, 
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 
simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis 
(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). 

c. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 

narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik 
dilakukan secara panel maupun individual. 

2) narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; 

3) narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi 
sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat 
daerah penyelenggara dan/ a tau masyarakat. 

4) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan 
kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honor 
sebesar 50% dari honorarium narasumber/pembahas. 

d. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil 
negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, 
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 
simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejerns 
(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan 

e. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 
1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara; 

2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa 
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan 
barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan. 

3) Honorarium Pengguna Anggaran, diberikan dalam hal: 
a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, 

konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja 
pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola 
pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 

e. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas 
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat 
keputusan pejabat yang berwenang. 

f. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan 
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ 
tidak diberikan honorarium dimaksud. 
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2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama 
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara dan / atau masyarakat. 

e. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil 
negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, 
rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, 
lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, 
Bupati, wakil Bupati, pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas 
SKPD dan/atau masyarakat 

f. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi 
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan 
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, uorkshop, 
sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang 
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan 
kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. 

g. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, 
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan 
sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur 
sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan 
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu 
pada besaran honorarium untuk anggota panitia. 

h. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah 
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan 
efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat 
puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 
banyak 4 (empat) orang. 

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 
Kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Honorarium Tim Pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang 

yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk 
melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan 
kepala daerah atau sekretaris daerah. 

2) Honorarium Sekretariat Tim pelaksana kegiatan diberikan kepada 
seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif 
untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim 
pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim 
pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya 
dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang 
ditetapkan oleh sekretaris daerah. 

3) Pertimbangan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium 
sebagai berikut: 
a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 
b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 

• dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar 
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang 
ditandatangani oleh kepala daerah; 

• antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang 
ditandatangani oleh sekretaris daerah. 

c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu 
diprioritaskan; 

d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang 
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; 
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6.9. Pelaksanaan Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, 
dan Beracara 
a. Besaran honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 

Beracara berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang 
Standar Satuan harga barang dan jasa. 

b. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada 
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain 
yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau 
keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang 
diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di 
pengadilan. 

c. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi 
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium 
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli 
dapat memberikan honorarium dimaksud. 

d. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat 
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk 
beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan 

6) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota 
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan 
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah) per bulan 

7) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota 
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan 
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta 
rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh 
juta rupiah) per bulan. 

8) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota 
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan 
tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan 
atau belum menerima tambahan penghasilan. 

9) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: 
a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan 

yang ditetapkan oleh kepala daerah; 
b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang 

ditetapkan oleh sekretaris daerah. 
10) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau 
kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas 
keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas 
dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 

penghasilan pada kelas iabatan tertentu, rmcian se azar be t: 

No Jabatan 
Klasifikasi 

I II III 
1 Pejabat Eselon II 2 Orz 3 Orz 4 Org 
2 Peiabat Eselon III 3 Orz 4 Orz 5 Org 
3 Pejabat Eselon IV, 5 Org 6 Org 7 Org 

pelaksana, dan pejabat 
fungsional 

e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien 
4) Keanggotaan Tim berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, 
5) Jumlah keanggotaan tim berdasarkan klasifikasi tambahan 

b riku 
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6.10. Pelaksanaan Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, 
Rohaniawan, Tim Penyusunan Jurnal, Tim Penyusunan Buletin atau 
Majalah, Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dan lain-lain 
a. Besaran honorarium berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara 

ten tang Standar Satuan Harga barang dan jasa. 
b. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai 

pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat 
untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat 
yang berwenang. 

c. Honorarium tim penyusun jumal diberikan kepada penyusun dan 
penerbitjumal berdasarkan surat keputusan pejabatyang berwenang. 
Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yag sejenis 
dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Jika diperlukan dalam 
menyusun jumal nasional dan internasional dapat diberikan 
honorarium kepada mitra bestari (peer review). 

d. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan 
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan 
surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan 
berkala yang isinya berbagai liputan jumalistik, pandangan tentang 
topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media 
cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau 
pemyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan 
untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 

e. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat 
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk 
media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website 
atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam 
hal pengelola teknologi informasi atau uebsite sudah merupakan 
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam 
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau utebsite 
tidak diberikan honorarium dimaksud. 

f. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan 
kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau 
pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan 
pemerintah daerah. 

g. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten/ Kota diberikan 
sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada 
penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, 
seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi 
akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian 
non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur 
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non 
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial 
sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. 

h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
meliputi Honorarium Penceramah, Honorarium Pengajar yang berasal 
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, Honorarium 
Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara, Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan 
Pelatihan, Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan 
dan pelatihan 

sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan 
pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 
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1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang 
memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience 
sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan 
pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 

atau masyarakat; 
b) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 

sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi 
sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah 
penyelenggara dan/ atau masyarakat; 

c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 

2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat 
daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal 
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang 
kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat 
daerah penyelenggara. 

3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar 
yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi 
widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal 
jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat 
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi 
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian 
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 
a) bagi widyaswara, honorarium dimaksud diberikan atas 

kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perulndang-undangan; 

b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul 
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul 
pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase 
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan 
paling sedikit 50% (lima puluh persen). 

5) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan 
pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan 
dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan 
pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang 
menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan 
dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang 

bersangkutan; 
b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 

urgensmya; 
c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah 

panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% dari 
jumlah peserta dengan rnernpertirnbangkan efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan; 
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d) jumlah peserta kurang dari 40 ( em pat puluh) orang, jumlah 
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 
(empat) orang; 

e) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 

1. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada 
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala 
daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) 
anggota. 

6.11. Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 
a. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan 

dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan 
dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, 
dan/ atau perolehan lainnya yang sah. 

b. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan 
Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap 
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, 
baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, 
maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau 
lanjutan pembangunan bangunan gedung. 

c. Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau 
seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana 
dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah, 
status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan 
(IMB) 

d. Status hak atas tanah berupa sertifikat tanah; dan/ atau bukti izin 
pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang 
negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang 
bersangkutan. 

e. Status kepemilikan bangunan gedung berupa surat bukti kepemilikan 
bangunan gedung atau surat penetapan izin pemanfaatan dari 
pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas 
bangunan gedung. 

f. Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana dimaksud huruf 
(c) tidak dikenai retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

g. Komponen baiaya pembangunan bangunan gedung negara meliputi: 
1) biaya pelaksanaan konstruksi; 
2) biaya perencanaan teknis; 
3) biaya pengawasan teknis; 
4) biaya pengelolaan kegiatan 

h. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang 
digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan 
Gedung Negara. 

1. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk 
komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan. 

J. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas: 
1) biaya standar, dihitung dari hasil perkalian antara total luas 

Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali 
jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi. 
Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri; 

2) biaya nonstandar, dihitung berdasarkan jems pekerjaan, 
kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar 
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k. Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% 
(seratus lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar 

1. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan 
atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan 
pekerjaan fisik di lapangan, yakni sebagai berikut: 
1) pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama a tau 

(Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling 
banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak; 

2) masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir 
atau (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima 
per seratus) dari nilai kontrak. 

m. Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang per bulan dan biaya 
langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung 
personel (billing rate). 

n. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau 
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: 
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 
2) materi dan penggandaan laporan; 
3) pembelian dan sewa peralatan; 
4) sewa kendaraan; 
5) biaya rapat; 
6) perjalanan lokal maupun luar kota; 
7) biaya komunikasi; 
8) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance}; 
9) pajak dan iuran daerah lainnya. 

o. Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian 
prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi: 

1) tahap konsepsi perancangan sebesar 10% (sepuluh per seratus); 
2) tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh per seratus); 
3) tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima per 

seratus); 
4) tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar 

detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25% (dua puluh lima per 
seratus); 

5) tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 
5% (lima per seratus); 

6) tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus). 
p. Biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau 

biaya manajemen konstruksi. 
1) Biaya Pengawasan Konstruksi merupakan biaya paling banyak 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan 
konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

2) Biaya pengawasan konstruksi dihitung secara orang per bulan dan 
biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya 
langsung personel (billing rate). 

3) Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari basil seleksi atau 
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: 
a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 
b) materi dan penggandaan laporan; 
c) pembelian dan atau sewa peralatan; 
d) sewa kendaraan; 
e) biaya rapat; 
f) perjalanan lokal dan luar kota; 
g) biaya komunikasi; 
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h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi; 
i) penyiapan dokumen pendaftaran; 
j) asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance); 
k) pajak dan iuran daerah lainnya. 

q. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan 
atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan 
pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan yakni sebagai 
berikut: 
1) pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik 

sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) 
pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh 
per seratus); 

2) pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah 
terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10% 
(sepuluh per seratus) 

r. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang 
digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

s. Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara orang per 
bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan 
biaya langsung personel (billing rate). 

t. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau 
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: 
1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 
2) materi dan penggandaan laporan; 
3) pembelian dan atau sewa peralatan; 
4) sewa kendaraan; 
5) biaya rapat; 
6) perjalanan lokal dan luar kota; 
7) biaya komunikasi; 
8) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi; 
9) penyiapan dokumen pendaftaran; 
10) asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance) 
11) pajak dan iuran daerah lainnya 

u. Pembayaran biaya manajemen konstruksi dilakukan secara bulanan 
atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan 
pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di 
lapangan yakni sebagai berikut: 
1) Persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana sebesar 5% 

(lima per seratus); 
2) reviu rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen 

perencanaan sebesar 10% (sepuluh per seratus); 
3) pelelangan penyediajasa pelaksanaan konstruksi fisik sebesar 5% 

(lima per seratus); 
4) pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan 

berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan 
sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over ) 
pekerjaan konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); 

5) pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) 
pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus). 

v. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional unsur 
K/L atau OPD, meliputi: 
1) honorarium staf dan panitia lelang; 
2) perjalanan dinas; 
3) rapat; 
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Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai ---­ 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, 
yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah 
dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang 
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 

7.1. Ketentuan Umum 
a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 
b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan di 
undangkan dalam lembaran daerah. 

c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk 
pengeluaran keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang di persamakan dengan SPD. 

e. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD 
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui 
PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. SPP dimaksud meliputi SPP UP; SPP GU; 
SPP TU; SPP LS. 

f. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran 
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. SPP dimaksud meliputi SPP TU dan SPP 
LS. 

g. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 

h. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka mengganti UP, dilampiri dengan dokumen 
asli pertanggung jawaban penggunaan UP. 

1. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu 
melaksanakan pembayaran setelah: 
1) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya; 
2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pembayaran; dan 
3) mengujiketersediaan dana yang bersangkutan 

BAB VII 
PENATAUSAHAAN BELANJA 

4) proses pelelangan; 
5) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai 

dengan pentahapannya; 
6) penyusunan laporan; 
7) dokumentasi; 
8) persiapan dan pengmman kelengkapan administrasi atau 

dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara 
w. Tata cara pembayaran pelaksanaan kontruksi, perencanaan 

kontruksi, pengawasan kontruksi, manajemen kontruksi dan 
pengelola kegiatan konstruksi mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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j. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib 
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan 
tidak dipenuhi. 

k. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang di 
laksanakannya. 

1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai 
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib 
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. 

m. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit 
SKPD. 

n. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan 
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa 
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 

o. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa 
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu 
mendapat persetujuan PA/KPAyang dituangkan dalam Nota Pencairan 
Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. 

p. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai 
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK. 

q. Rekening PPTK ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran; 
r. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, 

PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening 
PPTK. 

s. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan 
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu 

7.2. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar 
a. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana 

pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD. 
b. PPTK menyiapkan NPD 
c. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan 

persetujuan 
d. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. 

e. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai 
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK. 

f. Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja 
sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat 
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7.5. Permintaan Pembayaran 
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP 

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan 
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah; 

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP 
tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. 

3) PA menandatangani pernyataan bahwa uang persediaan akan 
digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU 
1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 
2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui 

PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan LPJ UP 
3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggung jawabkan 
4) SPP-GU di ajukan apabila UP telah di pergunakan paling sedikit 

75% (Tujuh puluh Lima persen). 
5) Pengajuan SPP-GU terdiri atas: 

a) Ringkasan SPP-GU; 
b) Rincian belanja yang diajukan sampai dengan sub rincian objek; 
c) Laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan UP. 

7. 4. Uang Persediaan 
a. merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan 

mekanisme LS. Dengan dernikian, penghitungan besaran UP di dahului 
dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan 
menggunakan LS. 

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari 
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD. 

c. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam 
satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan: 
1) ketersediaan kas di RKUD; 
2) rencana pembayaran belanja menggunakan mekanisme LS; 
3) besaran anggaran SKPD. 

d. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit 
SKPD. 

e. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat 
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara 
Pengeluaran. 

f. Besamya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan 
besamya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
serta waktu pelaksanaan kegiatan 

g. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku­ 
buku terkait. 

h. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas 
penggunaan UP yang di limpahkan oleh Bendahara Pengeluaran. 

1. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir 
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai di 
laksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan 
secara non tunai melalui pemindah bukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran. 
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c. Pengajuan Perrnintaan Pembayaran TU 
1) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan di <lanai 

TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk 
memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi 
persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu: 
a) Kegiatan yang bersifat mendesak; 
b) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU. 

2) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai 
syarat pengajuan perrnintaan belanja TU yang di dokumentasikan 
dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian 
menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada 
PA untuk mendapatkan persetujuan. 

3) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian 
Rencana Belanja TU kepada PPKD. 

4) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Pengajuan Perrnintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 
1) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai 

dokumen pengajuan permintaanpembayaran LS Gaji dan 
Tunjangan. 

2) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi: 
a) Daftar perubahan data pegawai yang di tandatangani oleh 

pejabat sesuai kewenangan; 
b) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang 

telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi: 
(1) gaji induk; 
(2) gaji susulan; 
(3) kekurangan gaji; 
(4) gaji terusan; 
(5) SK CASN; 
(6) SK ASN; 
(7) SK kenaikan pangkat; 
(8) SK jabatan; 
(9) kenaikan gaji berkala; 
(10) surat pernyataan pelantikan; 
(11) surat pernyataan melaksanakan tugas; 
(12) daftar keluarga (KP4); 
(13) fotokopi surat nikah; 
(14) fotokopi akte kelahiran; 
(15) SKPP gaji; 
(16) surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
(17) surat pindah; 
(18) surat kematian; 
Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 
peruntukannya. 

c) Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi rencana belanja 
gaji dan tunjangan untuk memastikan belanja gaji dan 
tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran; 
dan SPD telah disediakan; serta meneliti validitas perhitungan 
dokumen daftar gaji. 

d) Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan 
pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan 
dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut 
disampaikan kepada melalui PPK-SKPD. 

e. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa 
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7.6. Permintaan Membayar 
a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa 
BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK­ 
SKPD / PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi 
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran; 

c. Jenis SPM terdiri atas: SPM-UP; SPM-GU; SPM-TU; SPM-LS Gaji dan 
Tunjangan; SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa; SPM-LS Pihak ketiga 
lainnya; 

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

e. PA/ KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir; 

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat 
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM 
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA. 

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang 
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah; 

h. PPK-SKPD /PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan 
pencatatan pada register SPM; 

1. Perintah Membayar UP: 
1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 
besaran UP dengan SK Kepala Daerah. 

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD 
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang di 
dokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran. 

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD. 

J. Perintah Membayar GU 
1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan 

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara 
Pengeluaran dengan langkah berikut: 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 
diajukan telah disediakan; 

c) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan 
keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung 
lainnya. 

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan 
Permintaan LS pada Pihak Ketiga lainnya yang di 
dokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya. 

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mengajukan persetujuan permintaanpembayaran LS pihak 
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD / 
PPK-Unit SKPD. 
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a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

c. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan 
dokumen perpajakan terkait. 

d. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 
dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling 
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran 

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU 
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 
dilengkapi: 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist 

kelengkapan dokumen. 
k. Perintah Membayar TU 

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai 
dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: 
a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan Perintah Membayar TU. 
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 

dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 
PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah 
Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 
dilengkapi: 
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan 
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
1. Perintah Membayar LS 

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD / PPK-Unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 
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sesuai dengan jenis 
ketentuan peraturan 
yang tersimpan dalam 

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

c) Meneliti kelengkapan dokumen 
pengajuannya berdasarkan 
perundangundangan sebagaimana 
dokumentasi di sistem. 

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung. 
e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya 
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 

dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, 
PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah 
Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 
ditandatangani oleh PA/ KPA; 

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 
dilengkapi: 
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan 
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen 
5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang 

dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa 
BUD 

7.7. Perintah Pencairan Dana 
Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan 

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. 
Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra 
kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran 
kepada pihak-pihak terkait sesuaijenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses 
perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat 

informasi tentang: 
1) Baki Rekening yang akan dicairkan 
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan 
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total terse but yang terinci menjadi: 

a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia 
barang/ jasa 

b) potongan yang bersifat transitoris 
b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan 

Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah 
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap 
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing. 

c. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat 
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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7.8. Pembukuan Bendahara Pengeluaran 
Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas 
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya. Pembukuan yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 
yang dilakukan secara elektronik. 

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan 
buku- buku sebagai berikut: 
a. Buku Kas Umum 
b. Buku Pembantu Bank 
c. Buku Pembantu Kas Tunai 
d. Buku Pembantu Pajak 
e. Buku Pembantu Panjar 
f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja 
g. Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain: 
h. Bukti transaksi yang sah dan lengkap 
1. SPP UP/GU/TU/LS 
J. SPM UP/GU/TU/LS 
k. SP2D 
1. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 
Pelaksanaan pembukuan sebagai berikut: 
a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
1) Penerimaan U ang Persediaan 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
membukukan penerimaan UP/ GU /TU berdasarkan SP2D­ 
UP / SP2D-GU / SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku 
Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank 
di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D­ 
UP / SP2D-GU / SP2D-TU. 

2) Pelimpahan Uang Persediaan 

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 
tidak melebihi sisa anggaran; 

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 
persyaratan pengajuan SPM; 

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Behan APBD yang 
tercantum dalam perintah pembayaran. 

d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA 
apabila: 
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak PA/KPA; 
2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit 

SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan 
3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 

tersedia. 
e. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam 

proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM 
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. 

f. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam 
SP2D paling lambat 2 (dua) hari. 
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Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada BukuPembantu 
Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang 
dilimpahkan. 

3) Pergeseran Uang Persediaan 
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu melakukan pergeseran UP/ GU /TU yang terdapat di bank 
ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan 
penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan 
pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan 
jumlah UP/GU/TU yang digeser. 

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara 
Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan 
bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, 
dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi 
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu 
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek 
Belanja pada kolom UP/ GU/ TU sejumlah nilai belanja bruto. 

5) Pemberian Uang Panjar 
Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran 
uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar 
uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, 
pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku 
Pembantu Panjar di sisi pengeluaran. 

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar 
Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas 
penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan 
di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi 
pengeluaran. 
a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari 

PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku 
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang 
dikembalikan. 

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar 
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di 
BukuPembantuBankatauBukuPembantuKasTunaipadasisi 
pengeluaran sebesar yang dibayarkan. 

7) Belanja melalui LS 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan 
melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi 
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku 
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS 
sebesar jumlah belanja bruto. 

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak 
a) Pada saat pemugutan / pemotongan pajak, Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak 
di sisi penerimaan. 

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara 
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada 
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi 
pengeluaran. 

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran 
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani 
oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan 
Kas. 

7. 9. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran 
a. Pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan perjanjian /kontrak/ 

perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun 
anggaran dapat terjadi akibat: 
1) Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan. 
2) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang dan jasa. 

3) Keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia 
barang dan jasa termasuk keadaan kahar(force majeure) sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 
pengadilan yang bersifat tetap. 

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap 
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, 
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 
1) Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD. 

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan. 

3) Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan 
pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah 
melakukan tahapan sebagai berikut: 
1) Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD 

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan. 

3) Mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 
pelaksanaan pembayaran. 

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 
Pemerintah Daerah dan/ atau penyedia barang dan jasa termasuk 
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- undangan, 
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 
1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan 
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi 
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bukan karena kelalaian penyedia barang/ jasa dan/ atau 
pengguna barang dan jasa; 

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (forcemajeure) sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan di 
beritahukankepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD; 

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan. 

5) Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 
hasilputusan pengadilan yang bersifat tetap,pemerintah daerah 
melakukan tahapan sebagai berikut: 
1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah 

daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD; 
2) Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD; 

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan. 

4) Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang 
melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu 
oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk 
menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD 

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui 
tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah. 

7.10. Belanja Wajib dan Mengikat 
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan 

dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang 
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus 
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah 
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan. Pengaturan sebagai berikut: 
a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum 

DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala daerah 
tentang belanja wajib dan mengikat. 

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing 
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan 
KabupatenA,SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang 
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A 
penerbitan SPD diberikan per triwulan 

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, 
atau DPA-SKPD,atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 
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8.1. Penatausahaan Penerirnaan Pembiayaan 
pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan 
daerah adalah sebagai berikut: 
a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan 

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat 
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di 
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, 
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan 
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran 

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindah bukuan 
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas 

BAB VIII 
PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN 

d. Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib 
dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dalam hal 
keterlambatan penetapan APBD; dan Dalam hal dokumen belum siap. 

7.11. Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak 
Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan 

dan dilaksanakan untuk masa lebih dari l(satu) tahun anggaran yang 
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Pengaturan 
sebagai berikut: 
a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan 
Daerah 

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan 
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD 
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 
1) nama sub kegiatan; 
2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 
3) jumlah anggaran; dan 
4) alokasi anggaran per tahun. 

d. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi: 
1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara 

teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output 
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) 
bulan; atau 

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya 
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti 
penanaman benih / bibit,penghijauan, pelayanan perintis 
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan 
pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. 

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 
jabatan Kepala Daerah. 

4) Dalam hal pelaksanaan tahunjamak,masajabatan Kepala Daerah 
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun 
jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun 
anggaran 
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8.2. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan 
Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah adalah sebagai berikut: 
a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pernbiayaan, Kuasa BUD akan 

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat 
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di 
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, 
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan 
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan 
anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari 
denda dan/ atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman. 

d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening 
tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan 
Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/ atau investasi jangka 
pendek lainnya yang berisiko rendah. 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP). 
d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

melalui RKUD. 
e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan 

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas 
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD 
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas 
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi 
penerimaan. 

f. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai 
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali, yang bersumber dari: 

1) pemerin tah pusat; 
2) pemerintah daerah lain; 
3) lembaga keuangan bank; 
4) lembaga keuangan bukan bank; dan 
5) masyarakat. 

g. Pelaksanaan dan penata usahaan atas Pinjaman Daerah dari 
pemerintah pusat dilaksanakan melalui: 

1) pembayaran langsung; 
2) rekening khusus; 
3) pemindahbukuan ke RKUD; 
4) letter of credit; dan 
5) pembiayaan pendahuluan. 

h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan 
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh 
Kuasa BUD pada sisi penerimaan. 

1. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan 
Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

J. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 
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e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana 
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana 
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah. 

f. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai 
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan. 

g. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub 
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah 
ditetapkan. 

h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik 
negara/ daerah dan/ atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan 
peraturan daerah tentang penyertaan modal. 

1. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk 
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 
kepemilikan. 

J. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula 
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada 
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki negara. 

k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang 
dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain: 
1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan 
2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD. 

1. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas 
penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan 
Pengeluaran Pembiayaan. 

m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil 
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

n. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
o. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan antara lain: 
1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; 
2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD. 

p. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku 
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

q. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD 
diperkirakan surplus. 

r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam 
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada 
perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang. 

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh 
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu 
pada perjanjian utang/obligasi daerah. 

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan 
melalui RKUD. 
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9 .1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung 
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. 
Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 
yang dilakukan secara elektronik. 
1. Ketentuan Umum 

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara 
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling 
lam bat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan 
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan 
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, 
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut 
dilampiri dengan: 
1) BKU; 
2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
3) Register STS 
4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 
5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

d. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan LPJ Fungsional yang 
merupakan hasil konsolidasi dengan LPJ Bendahara Penerimaan 
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan 
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD 
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi: 
1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang ter dokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait 

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorannya yang ter dokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait 

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 
penerimaan pendapatan dan penyetorannya 

BAB IX 
PELAPORAN 

v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang 
jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran. 

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam 
Peraturan KDH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik 
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f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada 
Pengguna Anggaran. 

2. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara 
Penerimaan Pembantu 
a. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan 

penutupan BKU. 
b. Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan 

dan Penyetoran. 
c. Bendahara Penerimaan Pemban tu menyiapkan register STS dan 

bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 
d. Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan 

Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan 
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara 
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

3. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara 
Penerimaan 
a. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan 

BKU. 
b. Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan 

Penyetoran 
c. Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti 

penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah. 
d. Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat 

oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya. 

e. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara 
Penerimaan Pembantu. 

f. Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam 
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu. 

4. Tahap Penyampaian LPJ Administratif 
a. Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna 
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan: 
1) BKU 
2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
3) Register STS 
4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 
5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait 

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorannya yang ter dokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait 

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 
penerimaan pendapatan dan penyetorannya 
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c. Jika PPK-SKPD menemukan ketidak sesuaian dan/ atau ketidak 
lengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara 
Penerimaan. 

d. Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap 
dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan 
tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara 
Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 

e. Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ 
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi. 

5. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional 
a. Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan 

(approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD 

b. PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi 
penerimaan. 

9.2. Rekonsiliasi Penerimaan 
Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD 

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah 
sesuai ketentuan, yaitu: 
1. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi 

RKUD 
2. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan 
kepada Bendahara Penerimaan SKPD. 

3. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan 
rekonsiliasi penerimaan dengan mengiden tifikasi transaksi-transaksi 
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku 
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

4. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan 
menampilkan data setiap bulan 

5. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi 
penerimaan 

9 .3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ 
Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut: 
a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya. 
b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi: 

1) LPJ Penggunaan UP 
a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada 

setiap pengajuan GU. 
b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 
c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP­ 

GU. 
d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara 

khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus 
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. 
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yang 
pagu 
yang 

2) LPJ TU 
a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU 
yang dikelolanya telah habis/ selesai digunakan untuk mendanai 
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 
ditentukan sejak TU diterima. 

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 
PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang 
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA. 

3) Pertanggungjawaban Administratif 
a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya; 

b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ 
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa 
anggaran secara kumulatif dan/ atau per kegiatan 
dilampiri: 
(1) BKU; 
(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan 
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif 
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib 
melampirkan bukti setoran sisa UP. 

4) Pertanggungjawaban Fungsional 
a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan 
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
dilampiri: 
( 1) Laporan penutupan kas; dan 
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat 
persetujuan PA. 

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari 
dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP 

c. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
sebagai berikut: 
1. Pertanggungjawaban Penggunaan UP 

a) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan 
LPJ penggunaan UP. 

b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan 
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran 
pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap 
dan sah. 

2. Pertanggungjawaban Penggunaan TU 
a) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah 

TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai 

Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke 
RKUD. 
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suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang 
ditentukan sejak TU diterima. 

b) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU 
kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti 
belanja yang lengkap dan sah. 

c) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU 
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan. 
2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran. 
3) Meneliti keabsahan bukti belanja. 

3. Pertanggungjawaban Administratif 
a) Penyusunan LPJ 

1. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

2. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara 
serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara 
Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah 
anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif 
dan/ a tau per kegiatan yang dilampiri: 
(1) BKU; 
(2) Laporan Penutupan Kas; 
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

b) Penyampaian LPJ Administratif 
1. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara 

kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. 

2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja 

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan 
terkait 

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan 
dalam buku atau laporan terkait 

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhanterhadap 
proses belanja dan pengeluaran kas 

c) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 
ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD 
meminta perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada 
Bendahara Pengeluaran. 

d) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka 
PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan 
LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran. 

e) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang 
sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan. 

4. Pertanggungjawaban Fungsional 
a) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan 
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa 
BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. 

b) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan 
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menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk 
persetujuan. 

5. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi: 
a) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP 

1) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara 
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan 
UP. 

2) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan 
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP 
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

3) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara 
Pengeluaran 

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU 
1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang 
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai 
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 
ditentukan sejak TU diterima. 

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 
KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang 
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

3) PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap 
LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA. 

c) Laporan Pertanggungjawaban 
1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ 

kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya, dilampiri BKU dan Laporan penutupan 
kas. 

2) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap 
LPJ sebelum di tandatangani KPA untuk mendapatkan 
persetujuan. 

9.4. Laporan Realisasi Semester Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
1. Ketentuan Umum 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan 
kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar 
sumber.alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi serta 
ketaatannya terhadap APBD selamaperiode Januari-Juni tahun 
anggaran berkenaan. 
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode 
Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur­ 
unsur sebagai berikut: 
a. Pendapatan LRA; 
b. Belanja 
c. Transfer; 
d. Surplus/Defisit-LRA; 
e. Pembiayaan; dan 
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis untuk 6 (enam)bulan berikutnya. Laporan 
disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 
anggaran berkenaan. 
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2. Ketentuan Pelaksanaan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 
pada SKPD 
a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan 

dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggung jawaban 
pengeluaran daribendahara pengeluaran,PPK SKPD menyiapkan 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisSKPD 
dengan cara: 
1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran 

dalam laporan pertanggung jawaban penerimaan bulanan dan 
laporan pertanggung jawaban pengeluaran bulanan per 
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. 
Juni. 

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja 
hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 
pada kolom realisasi semester pertama. 

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan 
penenmaan 

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan 
nilai rencana perubahan anggaran 

b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk 
ditandatangani. 

c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti 
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian 
data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD. 

d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku 
PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan 
prognosis SKPD. 

e. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani 
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester 
pertama berakhir. 

3. Ketentuan Pelaksanaan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 
Pemerintah Daerah 
a. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang 

diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan 
langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis SKPD dengan: 
1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 
2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD. 

b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjacti 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah 
Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah 
Daerah hasil penggabungan tersebut ctisampaikan kepada Sekretaris 
Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk 
mendapatkan persetujuan 

d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemuctian ctisampaikan kepada 
Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan 
Juli. 

e. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan 
Juli. 
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BUPATI BUTON UTARA, r~ 
----- MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH PARAF KOORDINASI 

Demikian Pedoman Pelaksanaan APBD ini dibuat untuk dilaksanakan 
sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab. 

BABX 
PENUTUP 
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